“eberapa alasan mendasar dapat di-
“berikan berkaitan dengan restruktur-
' isasi organisasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesxa (5P8I) dengan bentuknya yang
sekarang :Dunia- industr dan . perdagangan
pe Iahan-lahan masule ke dalam
tema _Qnai karena itu alasan utama
an b ntuk orgamsasa adalah memjuk
seluruh "persyarazan standar perburuhan inter-
nasxonal yang lazim bedaku di‘dunia, Model
unitaris kurang cocok bila dikajtkan déengan
:konvensx—konvens; Iniernational Labouy Of-
ganization (ILO) yang terus bertambah setiap
tahun:Sementara: yang menjadi. trend di'selu-
ruhdunia adalah bentuk fedemlis yang diang-
gap-lebih:merenuhi -syarat. Belakangan:ini
[FSPSLielah mengajukan usulan kepada peme-
rintah- untuk meratifikasi 16 konvensi 1LO,.

: Dengan banyaknya forum untuk meng-
._dkwalasa&kan gagasan dan Lepentmgan su-
:dah dapat_dipast:kan dinamika demokrasi
tbuka luas. Serikat pekerja dengan
memakal model federasi pada gahmnnya akan
mempunya1 mekanisme otonomi’ sendiri.
Masalah Vang dapat diselesaikan sendid mem-
buat mereka semakin profesional, fungsional,
dan terspesialisasi. Dalam era industrialisasi,
spesialisasi memang pertu diperkuat, sehingga
Upah Minimum Regional (UMR), contohnya,
bukan lagi-bersifat regional melainkan UMR
regional yang sektoral, Karena tingkat produk-
tivitas, pendidikan, pro{esxonalzsme berbeda
maka upah yang diterima masing-masing

nya. Peluang SPSI semakin terbuka dengan
modelnya yang mengedepankan sesikat
pekerja sekioral unwk masuk dalam em
globalisasi. Salah satu serkat pekerja sekioral
kita d'apat men;"adi mitla sen’isac pekefja'"sem_pa

Iyang membuixa cab'mgnya di smt kxta dapat

bemndmg dengm senl\at peker]a bahkan

Kita” pun dapat be;konsu]ta& dengan ser
senka{ pekerja tingkat intermasionali i pes

“:Kita -akan "habis”- bila. masih memakai
cara lokal" atau. unitaris menghadapi ‘trend
kapitalis yang sangat liberal mendinamika
medalnya. Di sisf lain, kita pun -harus.m@ngg—
tahui- apakah kondisi kerja. memberikan ke-
untungan atau tidak pada kapitalis., Artinya,
kita harus lebih spes1f;k dan hncah me

pesdagangan mvestasx pasar k
segalanya zkan semakin bebas keluar 1 _
saiu negeri. Kita tidak perlu marah bila’ pekerjﬂ
pekerja asing pada tahun 7020_Derduyun—
duyun "nienyerbu” Indonesia. Kita bisa meng-
hadapinya dengan serikat’ pekerja sekior.
Dengan: demikian dinamika dan arus: pasar
kerja yang sangat bebas bisa diantisipasi:dan
dihadapi sejak dini. Globalisasi jelas. mem-
butuhkan format. serikat pekerja yzmg juga

bersifat global. .

;semor DUl dKai perheda.

" Perekorniomian duma rerlihat semakin
liberalistik dan mengarmh’ pada pembentukan
unit-unit tertentu. Derigan model lama, SPEI
terasa sulit jika dihadapkan dengan demsnya
arus liberalisasi di tinglkat pasar modal, misal-

FPilar Organisasi

Pada abad ke-21, seluruh dunia mema-
suki eratiberalisasi ekononi luar biasa de-
ngan bukd nyata berbagai persetujuan inter-
nasional yang ditandatangani seperti’ GATT
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(GeneralAgreement on Tariff and Ti?idejf--dé_n-.- -
pembentukan WIO (World Trade Organiza-:.
tion).:Indonesia termasuk dalam 15 negara -

pertama. yang ‘meratifikasi 'secara resmi
persetujuan:GATT dan WTO yang kini tela
menjadi ‘ULl No. ‘7/1994. Sementara f‘:’.i[]flk'i&l
seriipa:di- Amerika Serikat, Inggris, Pera

dan: Jepang masih: berjalan alot dan’ Iambat .
Kita sudah memasuki arus dunia dan tidak.;
bisa:ditunda. “Karena ita-semua aktor, ters

masuk para pekerja hams snp memasuki
era demikian:’ :

Memasuki era ;ndusnnahsqa dan sejalan
dengan reformasi persepsi, sikap 'mental:dan
pembangunan sistem - Hubungan Industrial
Pancasila (HIP) seraya menanggapt liberalisasi
ekonomi pasar; jelas dibutuhkan restruktur-
isasi serikat peketja untulk menjadi kekuatan
tawar-menawar dan‘penyeimbang yang tang-
guh. Dissamping sifatnya secara internasional
vang 'semakin -profesional;- spesialisasi, ter-
buka dan dinamis kita pun membangun seri-

menyeniuh pos dan telekomunikasizdi
Indonesia, sementara bantuan -Bank

kan. Dengan sifal dinamis menjaclikan
sumlah: serikat: peker;a sektoral dapat
bertambah. :

jabaran konkritsebagaimana . lazim

unsur-unsur -pemerintah, ‘pengusaha
dan kekuatan-kekuatan sosial ‘politik.:
'FSPSI jelas tidak bolehberada di bawah
‘Golkar,»PDI, atau PPP. Bila' ESRES]
serafiliasi- ke ‘PDI, PPP atau Golkar
maka dia sudah- tdak sepenuhnya
‘tracle union yangideal. Tetapiindepen:
densi FSPSI bukan: berarii ‘menclak
bekerja sama atau bermitra dengan
siapapun.’ Sebagai catatan, tidak- ada
“larangan bagi: setiap ‘orang -sebagai

.--mdlmdu untuk mempunyai atauimenyalur-
K__!;?_ar__l.-__i}ak poliiiknya. JTanganiah- mengurangi
.atau menghilangkan hak politik sesecrang.

. Pereckonomian suatu negara-yang'meng-
mi transformast dari-sektor agraris ke sék-

tor.industri pasti'memperhitungkan kompo-
nen fmasyarakat yang paling strategis sebagai
cenpine of growth ekonomi dan demokmsi.
© Pekerja dan serikat pekerja dalam peralihan

tersebut mempunyai peran strategis. Bahkan
pelbagai kebijakan politik ekonomi di Jepang
dan Korea Selatan, misalnya, dapat-beéralan
bila telah ‘mempérdleh ' dukiingdn “serikat
pekerja. Sementara dalam era ekonomi pasar
bebasyang cenderung'membuas, diperfukan
kehadiran organisasi-yang dapat'mengontrol
serta - memberi- wajah’ yang lebih buman
terhadap sistem perckonomian yang sedang
berangsung. Mungkin organisasi-ofganisasi
sosial-politik ‘yang ada dapat mengainbil
peran tersebut, tetapt pekerja dan senkat
peketja tetap men;’tcll yang terpenting.

Dunia paling banyak-dalam “infra- :
sstruktur telekomunikasi yang diswasta- -

* Membangun 1ndependen51 serikat’
pekerjfi memang “memerlukan “pen--

dikenal dalam fnternational La. '_our '
iStandards yakni independenidari-

i EJC;\.Lde- yd“& -ili&lll;“;‘»;-}Ji:ut‘fﬁiin‘n ::*Liiia}\.;x.l
demokratis, independen, bebas; dan bertang:
“gungiawab. Merupakan hal vang wajar bila
padz tahun 1997 kami merencanakan-mem-
bentuk serikat pekerja sektor pos dan tele-
komunikasi. Trend swastanisasi sudah

i ‘.?\.‘.ﬁlﬂ Xii\-ll)ilL'blc‘i E l]iLllh‘iElé nn:.ul;)un}-a;
uniaian sejarah yang panjang sejak disebut
budak sampai pekerja sebagai miua. Namun
dalam prosestersebur; pekena Indonesia seia-
lu berada dalam posisi: masjinal, sementam
pengusaha mempunyai posisi lebih kuat
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Kita, selama. 25 tahun pertama pembangun-
dn;yselalu-mencanangkan:paradigma: politik
k@i‘enagakesjaan dengan buruh-murah se-
bagaikeunggulan kompartif:Dari segi upah,
misalnya;:dalam Pelita 1l rata-rata Upah Mi-

nimum - Regional (UMR) :seluruh Indonesia

hanya 40,8% dari Kebutuhan Fisik Minimum
(KFM) pekerja:lajang. Pada.Pelita 1V dan V
menjadi-45%:dan-69%. K¥M. Upah minimun
yang tidak:pernah.mencapai KFM; apalagi

“Kebutuhan Hidup: Minimum (KHM), jelas .
- merupakan . pengorbanan dan:subsidi Juar -

biasa para pekerja Tndonesia. terhadap- sts =

: -pembangunan danduniasusas o

ha.Posisi marjinal yang menim-
pa-pekerja tidak -bisa diper-
tahankan terus-menerus. Kare-
na-iturparadigma lama harus.
ditinggalkan. dan -kini saatnya
para: pekesja meng:sx posisi
sentral. :

« Rata-raia labor cost di Indo— :
nesia hanya-7-9%, sedangkan di
Thailand: dan:Malaysia- masing-
masing smencapai-19-21%..dan
25:29%.Jangan cheran:upah
pekerja di Malaysia - lebih baik -
4:6. kali- lipat, padahal industyi -
kelapasawit yang mereka miliki
sama--dengan -yang -dipunyai
indonesid, labor-cost-di. sana-
memang: lebih:mahal. Di sana
ada-{nwisible cost, colussion cost,
dan coruption. cost, tetapi kecil.

mi ]uga bez;uang ‘men
‘ketentuan yang ada. | 5 C
kan perkitaan inflasi; taht

kami menuntut kenalian UMR
-sebesar 15%. Kenaikan itu.ada-
« lah wal income, bukan neminal;
Dengan tingkat inflasizsebesar
- 8% berarti rial incomeakan naik
7%. Sebagian Menteri tidak
setuju dengan kenaikan terse-
wbut dan - mematok cuma - 10%,
berarti secara »riil: hanya: naik
2%. Dengan kenaikan i/
sebesar 7% diharapkan daya beli
pekerja juga akan naik. Tetapi

Tetapi: biaya-biaya itu di Indo- R
nesia jfauvh;lebih tinggi- dardpada labm cost
vang menurut beberapa pihak sudah men-
capai20-30%. Karena itu.yang harus dipangkas
‘habis -adalah .invisible cost, bukan menekan
upah pekera. Menaikkan upah merupakan
salah saw pekerjaan dari serikat pekerja. Kita
pun mengharap inpisible cost dapat dikurangi,
tetapi-ini bukan: persoalan. serikat pekeria.
Invisible costadalah persoalan politik nasional.
Kita menuntut jangan buruh yang menjadi

sayangnya sebagian besar peng-
usaha di Indonesia masih melihat upah seba-
gai. cost, meskipun dalam salah satu mazhab
ekonomi upah juga merupakan penentu daya
beli. Contohnya, bila upah 30 juta pekesa
Indonesia dinaikkan rata-rata. 500 rupiah,
berart satu bulan mencapai nilai 45 miliar
rupiah. - Seorang pekerja- yang sebelumnya
memibeli bakmi bakso sekali seminggu kini
dapat membeli- sepuluh porsi bakmi-bakso
sehari. Bayangkan berapa ratus mityar bakmi

I- !-‘\n-r Lé ) 2.

2 . 2,
LAY LA T AT )’ﬁ"“b

tidak berhubungqn dengan produksi da
produktivitas. :
Upah buruh jelas tidak bisa ditekan terus-
menerus. Kami akan terus berjuang karena
mempunyai landasan dan perintah dari

kst vt G e U S AT SR AR
tuk memenuhi kebutuhan it Pada giliannya
produksi bakmi bakso meningkat dan
keuntungan semakin berlipat, Mulliplierefject
semacam ini tentunya akan menggairahkan
perekonomian nasional. :
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: GBHN 1995 dengan amat jelas:dan:pen-
: 'Emg_-memmuskan masalah: polmk ketenaga-

: "kexgaan Seiring dengan meningkatnya aksen-.

. ruasi; pengembangan sumber-daya manusia,
GBHN menganggeap. sekior ketenagakerjian
sebaga; Tsuper przorﬁas” pembangunan pada

- PJP 1L ‘Amanat infidengan kuat mengisyarat-
ke per}unva reformasi politik ketenakerjaan

' bungan: industrial. - Pemerintah ber-

' peran sebaga; lokometif pembangunan pada

eras mhun pembangunan pertama; sedang- -

a _Z?P_}’P 1l cendemng . berkurang.
Pemnan pemenntah pada Pelita Vihanya 219,
sementara swasta: meningkat.menjadi. 79%.
Dxperhﬁungkan dengan. porsi mendekali-90%
patla-Pelita: VIl .peranspihak swasta sudah
ientivkian dominan.Kemampuan pemerintah
mengontrok kapital: swasta -baik nasional
maupun mulii-national corporation semakin
menyurut.:Belajar: dari. pengalaman.negara
lain, ‘hanya.serikat pekerja. yang kuat. dan
solidyang mampu mengontrol pe: ekonomian
semacamiius: T sl b o du
. Sistem HIP dan pembangunan sebagal

pengamalan ‘Pancasila memang bagus: Teapi
HIP tidak akan pernah berjalan secara efekiif
bila mdak didukung oleh: kekuatan struleenral
yang: ‘menjadi-‘pilarnya.- Berarti; tidak sada
pilihan bagi FSPSL untuk - memperbaiki nasib
dan:menjamin: harmoni indusirial. Karena jtu
modelrorganisasi yang.dipakai sekarang:-de-
nigan hanya satu-haifongl centre adalahyang
terbaik.::Beberapa - pihak rsering: mengkritik
Indonesia-melanggar hak asasi: manusia.dan
trade wnion vights:dengan shanya: memper-
bolehkan berdirinya.ESPSL.-Tetapi-coba lihat
AS,-Austmlia, Selandia-Bam, dan Singapura.
Masing-masing -negara- itu memiliki hanya
satu National Centre yang.-menaungi-ber-
macam-macam serikat -pekerja. sektoral,
Sementara - Indonesia: memiliki 13 .serikat
pekerja sektoral, dan.masih bisa: ditambah,
yang bemaung di bawah FSPSL. .

=Kita- mempunyai - pengalaman memiliki

1ebih dari 100 organisasi buruh yang tak henti-
Lo

an: mdusmai yang:berintikan hubungan para;
pelaku: ekonomi . dalam.proses. produksi
barang dan:jasa mengandung dimensi dan
aspek yang sangat luas sekalipun kandungan.

utamanya -lebih ‘bersifat - sosial:.ekonomi; -

demokrasi ekonomi dan demokrasi industrial -
(industrial democracy); namun.aspek.sosial--

politik, sosial-budaya, hak asasi; hukum dan -
keamanan juga berkaitan dan ferkandung:di
dalary cakupan hubungan industrial.
“--Anda boleh menganggap 'diri 'sebagai

serikat-pekerja; tetapi bila tidak mempunyai ..
KKBberdrii anda tdak layak disebut sebagai

serikat pekerja. Sekarang, dengan modelyang -
baru - dibentuk, kita: mempunyai lebih: dac
9(}00 KKB. Secrang -okoh- politik Ame_ ika
Serikat ‘pernah - mengatakan - supaya ESPSI
mengakui keberadaan Serikar Buruh -Sejah-
tera‘Indonesia. (SBSI). -Saya bertanya kepa—
danya apa . definisi #rade union.dan ‘siapa
yang pantas disebu! sebagai unionisi. Apakah
andayakin SBSE adalah serikat buruh MEny-
rut standar perburuhan. internasional atau
standar :Amerika | Serikat. Basis: trade union
dan-hubungan industiial adalah industrial
democracy-di perusahaan, bukan-di: la;ig_;t__
Kalaw mau jernih melihai demoksmsi Pancasila
maka jelas terlihat FSPSI bersungguh-sungguh
memperjuangkan cabang-cabangnya .yaiiu
demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan
demokrasi sosial: Tetapi FSPSI juga memper-
juangkan demokasi industrial. sebaga; surga
bage hubungan mdusmai o

| ":razam }3 ’3Pe3jaaﬂgaﬁ

»Kaum pekeria harus dilihat sebagai-aktor
yang. memperjuangkan . soal sosial-ekonomi.
Tetapiuntuk mencapaitujuan itutidak cukup
dengan membahas soal-sosial-ekonomi kare-
na peranan pemesintah dalam kecenderung-
an. perckonomian. ke -depan .semakin -ber-
kurang; sementara peran-swasta;semakin

- meningkat. Kita tentu dapat hancur bila. ber-

hadapan langsung dengan sistem. ekonomi

1 1z N
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hasilkan 19 KKB (Kesepakatan Keria Bersama).
Seperti diketahui, definisi umum: mengenai
hubungan indusirdal{ndustrial relpiion) me-
rupakan perluasan dan’pengembangan hu-
bungan perpurshan (Inborrelation). Hubung-

1 . s
EIL Ny o FRAAY

2 o, do sk,
)‘w—l&&'&il RARE S !J EAUE AR Y § LN t.ﬁ bk
Indonesia - mempunyai cirl- perekonomian
dengan -labor strplus. Supply -dan -demand
sangat berbanding :terbalik;satu lapangan
kerfa - diperebutkan .oleh serfbu calon. ang-
katan kerja. Bila satu di-PHE, seribu orang su-

; | 3,
%_J ey 3 ug
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dahantri di belakang. Dengan demikian posisi
- para pekerja‘Indonesia tetaprakan kalah.

““UKarena itu FSPSI menegaskan tiga tataran
yangiharus: d1per;u_:_1_ngkan iTataran  paling

fundamental-adalah™perjuangan : normatif

ekonomi yang menjadikan hak-hak normatif
‘pekerjatwajib ditaati dan-dipenuhi, terutama
oleh ’pengusaha; Dalam tamran ini semua
d11ad1kan noima negara ‘dan; pemerintah
harus ‘mernainkan pemn “dominan.: Upaya
menaikkan UMR; THR, dan Jamsosiekyang
merupakan safety net (aring pengaman) tidak
perlu'berta"lya pada pasar.-Kalau bertarung
lewat® proses tawar-menawar: melalui me-
kanismie” pasar,’ ‘pekerja ‘tentu ‘tidak - dapat
memperoieh karena ‘posisinya yang masih
lemah. ‘Posisi FSPSI dalam tataran ini ‘lebih
banyak mempengaruhi; ‘mengintervensi,
mendorong; atau. mem-pressure pemerintah
membuat keputusan yang terbaik dan meng-
untungkan kepentingan pekerja.-Di sini kita
mulai’ menjadi‘aktor ‘demokrasi, bukan lagi
hanya+aktor:ekonomi. ‘Mempengaruhi ke-
putusan politik negara, ‘politik pengupahan,
‘dan’politik'ekonomi’ nasional,: merupakan
pekerjaan’ politik* dan- demokrasi, bukan
pekerfaan “mekanisme - ekonomi. ‘Tegasnya,
tatagan ini bersifat normatif ekonomi, tidak
ada‘tawar-menawar serta berbadapan dengan
hukum negara.

#:Tarran kedua dimulai ‘dengan kelem-
bagaan ‘ekonomi. *Kelembagaan - di"sini ter-
masuk telah berfungsinya "UU bidang
ekonomi, HIP, KKB, pemberdayaan serikat
pei«:eqa dsb Bargaining potver para pekerja
dan -peran -serikat pekerja harus meningkat
karena-sudah ‘bessifat kelembagaan tripartis-
me, ‘tetapitetap: ditopang oleh unsur-unsur
dalam undang-undang ‘ekonomi. ‘Peran pe-
merintahtidak sedominan tataran sebelumnya.
Social partnership antara pemerintah, pekerja
(serikat “pekerja), ‘pengusaha (Grganisasi
pengusaha) ‘semakin terlihat jelas. Program
perumahanbagi para pekeria, HIP, KKB, Kese-
lamaian: dan Kesehaian Kerja (K3) semakin

memang:dibutuhkan untuk menghumnianisasi
ekonomi pasar. Pada tataran ini FSPSLberhasil
mempunyai 9.000 KKB: Dari 47.000 perusaha-
an:yang memiliki 25 atau lebih. pekerja
Lkehadiran FSPSI sudah diterima oleh i1 ‘:500
perusahaan.- Kami - menetapkan targe me-
nambah -pengorganisasian - serikatpekerja
dalam perusahaan yang tersisa” sebesar 20%
setiap tahun. Begitu pula target-KKB: ka
tetapkan ‘tercipta +1.800 - KKB senap tahun.
Karena: itu SPSE terus-menerus. mengonsoli-
dasikan serikat:pekerja sekioral dan: semkai
peke:}a tingkat perusahaan dengan cepat:.~

Pekerjardanserkat pekerja benar—benar
memasuki free market economy padatataran
ketiga, Dalam tataran ini bekerja pasar :eko-
nomi- dan . pasar demokrasi.- Posisi:'pekerja
dan serikat pekera meningkat bukan- ‘hanya
karena - telah. memiliki bargaining ‘power,
tetapi juga.sudah mempunyai market power
bahkan counter trading power. Misalnya,
pengusaha dapatmelakukan lobi ke pemerin.
tah, pekerja pun dapat melakukan hal serupa.
Untuk: menghilangkan distorsi, penyalah-
gunaan pasar, segregasi pasar; eksploitasi pa-
sar; jelas harus ada pasar demoksasi dan pasar
ckonomiyang saling interaksi dan berkorelasi
melalui proses collective choice yang bertuju-
an maksimisasi kesejahteraan seraya meémi-
nimisasi- ketimpangan-dan kegagalan pasar.
Mereka yang mempunyai kesempatan; -pe-
luang, dan kemampuan. tinggi, pasti’dapat
berlari dengan cepat. Sebaliknya bagi mereka
yang hanya: bisa berjalan perlahan.Artinya,
kesenjangan pendapatan dan aset produksi
akan semakin terasa dalam tataran ini. Karena
ita "semua aktor harus:sudah kuat bekéra
dalam pasar ekonomi. dan’ pasar demokrasi.
FS8PSL sudah bekerja di dalam demokrasi
dengan, misalnya, mempengaruhi keputusan-
keputusan DPR-MPR atau UU, serta men;ad:
serikat buruh yang kuat.

FSPSI memang masth berada pada tataran
pertama walaupun sudah mulai memasuki
tataran 'kedua. Coniochnya, selama ini THR

-dip.ciw.is. nicarrchanrdiperiaas Tt
mantabkan sebelum memasuki tataan selan-
jutnya; namun’ perjuangan: pada lataran per-
ama “ietap harus hidup.abadi. Jelas pada
tataran kedua mulai berlangsung proses tawar-
menawar bersifat institusional ekonomi yang

AR P AT HCHTG T RO RN YERY
silam sudah menjadi normatif. Kita sedang
memantapkan tataran pertama, teiapi kaki
kami yang dain sudah melangkah ke tataran
kedua dan ketiga. Dalam kaitan ini FSPSI:se-
cara internal bertumpu pada i agenda yakni
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'pembexdayaan kemztraan dan kesejahteraan
. yang menjadi prioritas 'program pencapaian
‘tujuan.: Peningkaian. pemberdayaan pekerja
E dan senkat pekerja baik secara kualitatif

: un kuantitatif agar mereka lebih mampu
tamp;i sebagal nitra smerg:k HIP bersama
_pengusaha  dan pemenniah ‘guna :memak-
3251mumkan kesejahteraan bersama. Sedangkan

_ '-keﬂutraan d;}abarkan dalam ‘bentuk bipart-
-~ isme -- kesetaraan aniara: pekerja -dan:peng-
usah —.dan mpamsme -- kesetaraan peng-
~ambilan keputusan dalam semua utusan kete-
'nagaker}aan aniara pemenntah peker}a dan
serikat peke:}a, seria pengusaha dengan orga-
nisasi pengusaha. Ini cocok dengan HIP: dan
KonvensiTEO.No: 144 tentang Tripartiie Con-
sultation: (International Labour: Standards)
yang telah kita: ratifikasi, Karena itu HIP, perlu
dijadikan ‘hukum, besi (zmn leveey, dalam
perekonom;an nasional. v :

SHukumebesi? -dalam perekonom:an
Jeman_amu..skandmawa misalnya, menun-
jukkan, melalui pelembagaan ekonomi, para
pekerja manipu memiliki saham perusahaan-
perusahaan syang ada. Barangkali faktor ini
dapat menjelaskan kenapa di Jerman dan
Skandinavia nyaris tidak ada pemogokan atau
unjuk rasa’Untuk apa unjuk rasa atau mogok
bila perusahaan-itu telah mereka miliki. Kita
memang mempunyai - tridharma - Rumongso
mel: bandarbeni, rumongso melu-bang-
rukebi; Mulat sarivo hangro sowani (merasa
ikur memiliki, ikut memelihara dan ikut ber-
tanggungjawab seria senantiasa mawas diri).
Saya pun berharap kalau boleh jangan hanya
rumongso, tetapi-pekerja memang betul-betul
memiliki saham meskipun secara:bertahap,
Jerman -dan . Skandinavia sungguh-sungguh
menjalankan VHIP" dengan pemilikan saham
sebesar 25-40%, sedangkan kita baru-pada
tahap konsep HIP.

Jadi cara mencapai twjuan adalah melalui
kemitrzan, bukan konfrontasi. Terlalu mahal
biaya-iyang-harus ditebus bila terjadi
‘konfroniast. Tidak ada modal yang lari ke

_ter]adl huru-hara industrial.,

trial yang pernah: melanda kita dalam "Peris:
tiwa: Medan.”. Peristiwa- yang: beriangsung:
selama - tiga ‘hasi-ini.menyebabkan investasi
anjlok sebesar 40% dan pariwisata merosot

58%. :Bayangkan  jika ‘peristiwa. serupaﬁ.
terulang di-sepuluh kota. dndustri. di Iido.
nesia. Walaupun kita mengatakan persatuan’
dan kesatuan nasional sudah . tinggi, -modal -
dan-invesiasi pasti-akan lari-ke luar biiaV

“Saya. tidak mengharapkan Eer]ad ya_-
huru»ham industrial: Mogok boleh-belehisaja. -
Misalnya, para pekerja patut memperingatkan
bila hak-hak normatifnya dilanggar oleh
pengusaha. Bila keluhan tidak diperhatikan;
pekerja dapat mengadu ke Kanwil Depnaker.
Silakan .melakukan. mogok lokal bila peng-
aduan ini juga tidak diindahkan. Sebetulnya
tidak: perlu ‘mogok ~karena hal-hal vang
normatif itu merupakan "paksaan.” Jamsostek
juga merupakan hak normatif pekerja. Namun
dari sekitar 161 1ibu perusahaan yang-haras
ikut-dalam program-ini hanya 60.500 wyang
mendafiar. FSPSI:akan menjelaskan ke'paci_a
pekerja bahwa bila semua hak normatif dan
ketentuan hukum dilanggar dan dilecehkan
oleh pengusaha, pekerja berhak menuntut
dan melakukan mogok lokal, tetap; ]angan
mogok nasional. :

Maraknya unjuk rasa yang d]lakukan
pekerjabelakangan int sebetulnya merupakan
hasil pendidikan FSPS5I. Dengan pelatihan
dan pendidikan yang dilakukan FSPSI,
pekerja semakin mengetahui persis hak-hak
mereka vang dilanggar pengusaha. Boleh
dikatakan 99% hura-hara industrial tidak akan
terjadi atau berkurang bila dalam:perusahaan
sudah ada KKB, apaiagi SPSI. Konflik -dan
unjuk rasa biasanya berlangsung dalam per-
usahaan yang tidak memiliki SPSI. Dengan
tidak adanya serikat pekerja tingkat perusaha-
an, forum untuk berbicara dan berunding,
tentu pengusaha tidak mau berdialog dengan
pekerja sebagai -pribadi, Namun saya tidak
menutup mata bahwa gejolak yang terjadi

iuar negeri bila, misalnya, ierjadi unjuk rasa
di Jepang atau Korea Selatan. Nasionalisme
mereka sangat tinggi. Modal vang ditanam di
luar negeri bahkan berdatangan kembali
meskipun negeri mereka sedang dilanda
hura-harz. Berbeda dengan huru-hara indus-

selain dikarenakan pengusana yang bandet
juga karena 5PSl-nya yang "kuning.” Dalam
reptang wakiu sepuluh whun, kurang lebib
9.000 pekeria harus menjadi korban karena
mencoba menegakkan HIP. Mereka dikucil-
kan, bahkan di-PHK, cleh pengusaha bila
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"membzcarakan KKB:atau: mendmkan SPSI;
. padahal. mahkota: dertinggi hubungan indus-
trizl adalah KKB dan adanya serikat pekerja:
' ta_ﬁhams melakukan perubahan, ‘pem-
haruan dan tranformasi dalamirangka me-
. masukiera pasar bebas, Karena i pandang-
' 'an:pimpma serikat‘pekera; ‘pemerintah; dan
: n pengusaha “Apindoserta “Kadin
harus ‘persepsioner; visioner dan’misioner.
Tidak satupun _dalil “ekonomi: mengamkan
~ bahwa untuk meningkatkan daya:saing ada-
flah dengan menekan ‘upah ‘semiurah-murah-
nya sehingga: dapat chperoleh produkuv;tas
“yang tinggi. Dengan memakai ‘dalil ‘tersebut
berarti‘kita tidak persepsioner, visioner, dan
misioner untuk; jangka:panj jang.Pasar suchh
pasti'akan /direbut orang’ atau ‘negaralain.
Selama ‘ini diketahui ‘bahwa 157.000 pekerja
asing di Indonesia tahun 11995 ‘meraup 2,5
milyar-dolar "AS: ‘Sementara  Indonesia'me-
ngirimkan ‘tenaga’‘kerjanya ke duar neger
hampir 2%juta orang,tetapi ‘mereka “hanya
menghasilkan devisa 0,5 milyardolar. Artinya
d1butuhkan reformasi pasar kerja Indonesia.
Di<sisivlain, kita~sebétilnya ‘bertindak
ke;arn tethadap pekerja Indonesia;, khususnya
pekerja wanita dan buruh anak:Wanita Use-
olah-olah” dianggap mempunyaikeunggulan
komparatif untuk sektor teksiil; sandang,
kulit, makanan-minuman, - rokolk-tembakau,
elektronika, plywoods.  Mercka mempunyai
posisi‘dominan;’ bahkan' dalam sektor ‘gai-
meént ‘mencapai 90%: Kenyataannya, pekeria
wanita'diberikan upah lebih fendah sehingga
jelas™ wor.%mg conditios “mereka -merasot.
Feminisasi pakar sebeaulnya merupakan ben-
tuk eksploitasi pasar terhadap wanita.” Kita
mengetahui kecenderungan ‘paitisipasi-‘rata-
ratd wanita terhadap pasar kerja lebih dahsyat
daripada pria, Dalam satu tahun, persentase
pria yang menyerbu pasar kerja hanya 2 3%,
sedangkan wanita berjumiah 3,9%. Sementara
insupah:pekerja wanita dard tahun 1969-199%
tidak berubah secara signifikan. Upah rata-
rata’ pekérja wanita di pedesaan dan per-

dan hadir-kembali maskulinisasi- pasar kerja
Seorang pra akan dipilih.sebagai. pimpinan
daripadaseorang ‘wanita: dalam tingkar: pro:
dukiivitas -yang- sama. Sulit menyélesaikan
distorsi demikian ‘dengan’ menyerahk
gitusaja pada .mekanisme pasar bebas P
soalan-persoalan «iniharus bisa dlpecahkan
melalui’ekonomi kelembagaan-denganimem-
perkuat serikat pekervia KKB - HIP, ‘lembaga
konsumen dan lam lain:: cees :

Ref@fﬂmﬁ o

Sebagair akior demokrasi-“dan raktor
ekonomi; FSPSI mengajukan proposai'képada
peme;m{ah dan 'DPR‘yang disebutipem-
baharuan’ politik: ékonomi khususnya’di
bidang  ketenagakerjaan. Reformasi': politik
ketenagakerjaan ini merupakan::avanat
GBHN. Seperti diketahui, PMA sebesar 83%
dan PMDN sebesar 79% selama ini beérgerak
dan berputar: di Jawa. Bagaimana begteriak
pemerataan bila semua: madu . ditebarkan: di
Jawa' atauvIndonesia Bagian Barat.wiSudah
pasti angkatan:- Kerja akan: menyerbu:Jawa
untuk mencicipi madu tersebut. Politik inves-
tasi kita'memang tidak sepenuhnya pemerata-
an -kesempatan kera.  Berarti :dibutuhkan
reformasi dalam sumber-sumber danpenye-
b'xr'm investast bagi dunia kera. ST EhTs

‘Reformasi lain adalah politik pengupahan
nasional.Jangan membuat upah minimum
tetap dibawah KFM. Karena i reformasi
sistem pengupahan nasional, antara lain; de-
ngan mengedepankan UMR. Rasio’ 1:50 lapis-
an upah terendah dan tertinggi di Indonesia
dapat dianggap tertinggi di dunia. Sementara
fegara kapitalis seperti Amerika dan Jepang
perbandingannya ‘1:18 dan '1:12.Upah i
[ndonesia selama ini ternyata bukan menjadi
instrumen pemerataan melainkan instrumen
ketimpangan. Ini jelas bertentangan dengan
trilogi pembangunan. Sistem hubungan in-
dustrial menjadi sasaran reformasi - berikut-
nva.Seperti-kita ketahui bersama, sanksi vano

kotaan pada tahun 1991 hanya dibayar 53,2%
dan 60,8% dibandingkan dengan pekerja pria.
Pasar kerja kita memang: sangat segregatif
dan "buas” terhadan pekeija wanita, Tatkala

muncal jabatan atau posisi yang lebih tinggi
dan canggih, feminisasi pasarmenijadi hancur

dikenakan terhadap pelanggar frade union
act di luar negeri sangat berat. Indonesia
sendiri betum memiliki undang-undang: ter-
sebut begit pula dengan instrumennya yang
tidak jelas. Seharusnya masing-masing ‘akior
ditindungi oleh UU! Secara spesifik kita tidak

70 PRISMAT. Juli 1905




' -memx,hki zma’e umon ack;
""Senkat Pekexja sebagai pad

na membuat dan merawat mesx
wah! Memang banyak BLK depa_
5'agak mubazir karena tidak market oriented.

‘ Reformasi terakhir adalah reformasi legis-
-la'si ketenagakerjaan. Misalnya, sebuah perusa-
haan;yang ‘mempekerakan:5:.000 orang dan
masing-masing pekerja menerima upah 5.000
‘rupiah. Tewapi tunjangan makan sebesar 1.OCO
rupiah”untuk ‘masing-masng pekesja- tidak
dibavar olehperusahaan. Berarti selama sat
‘tahin: perusahaan Pmengambil hak pekerja-

R Oﬁmg z.ls.i.r;g pun bebas masuk E(e sini: "Kzia Jas

ngan salahkan pihak asing, sebab mercka
yang ‘membawa’ ienaga kerja asing ke:sinii
jauh sebelumnya sudah memperbandingkan
biaya vang harus dikeluarkan bila’ memakai
pekeria Indonesia. Berarii jangan salahkan
asing. Pasar kerja tidak cocok dengan:pasar
pendidikan. ‘Karena bahasa ckonomi pasar,
pendidikan pun harus menjadi industri.@::

Teten Masduki
Kepala Divisi Perburuhin
-+ Yayasan lembaga Bantuan Hukue Indonesia

erubahan organisasi pekerja yang ada
di indonesia sebenarnya berlangsung
daiam dua fepel. SPSI dirubah bentuk-

longgaran terhadap kebebasan berorgani-
sasi. Selama ini SPSI dikenal sebagai salah
satu alat kontrol negara, maka boleh jadi'res-

nya dariunitaris menjadifederasi dan buruh
dapat membuat Serikat Pekerja Tingkat
Perusahaan (SPTP) di perusahaan masing-
masing. Restrukturisasi semacam ini memang
belum pernah iedadi sebelumnya. Masalah-
nya; apakah itu merupzkan pertanda ke-

trukturisasi demikian dapat disebut sebagai
reproduksi alat kontrol. SPSI ingin memper-
tahankan kepentingan ekonomi politik ne-
gara, letapi mendapat ancaman dengan mun-
culnya serikat burah di huar kontrol negam,
misalnya SBSI, Serikat Buruh Merdeka (SBM),
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Pusar Perjuangan - Buruh  Indonesia: (PPBD,
dan: kelompok-kelompok buruh”yang: riil
bekega diitingkat-pabrik/perusahaan seperii
layaknya serikat buruh:Jelasnya, ada ancam-
an:terhadap:fungsi kanalisasi SPSI yang me-
monopoli -hubungan -perburuhan -di: Indo-
nesia."S8ememtara it -kurva pemogokan yang
dilakukan burth dalam enam tahun terakhir
terus meningkat. Artinya, fungst kontrol ter-
hadap SPSI terbukti tidak berhasil.

Dikaitkan dengan konteks liberalisasi,
restrukturisasi yang dilakukan terhadap SPSI
tetap mengabaikan kebebasan berorganisasi.

Federasi SPSI hanya: métamoifose depar-.

temen-depariemen di dalam strukwar SPSI
lama yang kemudian berganti jubah menjadi
serikat burub anggota FSPSI. Permennaker
No. 0371993 tentang Pendaftaran Serikat
Pekerja menutup peluang buruh untulk mem-

bentuk serikat buruh independen di luar

SPSL. Pembentukan serikat buruh tetap harus
mendapat persetujuan Menteri Tenaga Kerja.
Negara tetap mempunvyai kendali konirol baik
melalui dnstrumen  hukum maupun lewat

sasi buruh . di Indonesxa
Ak_o;_nodasi --yang- dz- g]

k—m wumd pengakuan
terhadap organisasi serikat
buruh dalam KKB,, m1s_'%l—
nya; -hanya sei}atas nor-
matil. Fungsi-fungsi serikat
buruh -terlihat dsrec_iul;;_s_l.
Justeru ~dalam konteks

T liberalisasi dibutuhkan
pezimdungm terhadap hak-hak kaum buruh

yang semakin terancam. Pengaruh persaingan

dagang vang kian menuntusi efisiensi-pasii

sangat -besar bagi -industri Indonesia. .yang

masih - tergantung pada buruh murah dan

patuh. Namun tidak: ada. upaya.untuk

memperkuat posisi tawar buruh terhadap
kecenderungan persaingan dagang yang
berkorelasi Jangsung dengan penegakan hak-
hak buruh.

Ada. hambatan struktural dan politis
sehmgga aspirasi dari "bawah” tidak dapat
diperjuangkan melalui FSPSI. Bagaimana

“ISPSI ‘merasa -bertanggungjawab memper-

juangkan kepentingan anggota-anggotanya
bila pembentukannya sendiri bukan dari

bawah. Tampaknya, ditinjau dari perkem-

bangan dan kemajuan luar biasa organisasi-
organisasi produksi, struktur organisasi
semacam 3PS] sudah tidak memadai. SPS]
sulit menggebuk perusahaan-perusahaan
subkontrak yang menyebar di setiap wilayah
industri domestik dan internasional. M:sa]»
nya; pemilik sebuah perusahaan sepatu

politik perizinan. Setiap serikat buruh yang
hendak berdiri tetap harus mendapat izin
legal: -Perubahan ‘itu memang merupakan
akomodasi negara terhadap wniuian yang
dilontarkan baik cleh buruh maupun dunia
internasional terhadap penunggalan organi-

terkenal yang bermarkas di Amerika segera
dengan mudah memerintahkan perusaha-
annya yang beroperasi diThailand uniuk
meningkatkan produksi karena perusahaan
subkontraknya di Indonesia "diganggu” oleh
para buruh. Kalau menginginkan demo-
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: kratasas;, seharusnya SPSL berplku ke arah '
- /ity bukan ‘KKB atau. tmgkat kesejahteraan

' buruh belak - -
: Memang ada usah usaha terutama kam—
'_: panye yang: dﬂakukan negara—negara A&a

"'mempre’mosakan SPSI men]adl anggota

ICFI‘U'--'-Tetapx ‘upaya-ini-selalu ditolak: ‘oleh

‘negara-negara Eropa’ dan serikat-serikat bu-

- fmen; di. 'erhafxan mereka I\.na bo!eh sem;u

‘atau’iidak setuju:dengan’ SBSI, stetapi ini
‘merupakan bukti nyata bagi _dun:ai_.-inte__rna-
sional-bahwa bila.ada kebebasan:b_érorgani-
sasi: kenapa ‘SBSI tidak - diakui: Perubahan
bentuk ::SPSI nampaknya diharapkan dan
dijadikan:alasan suntuk-masuk:dalam.per-
gaulan® internasional. Namun: 'pcrtentangan
yang masih ‘berjalan. tampak -menyulitkan
serikat buruh kuning” di Asia Pasifik untuk
bergaui akuf di mngkat 1n£emasmnai

Te]fzmam Paﬁi&'ﬁ(

. Sistem poIitik pengupa_han nasional sela-
ma ini tidak menempatkan secara layak pevan
serikat: buruh: Peran’ serikat -buruh dalam
penentuan upah sangat kecil ‘bahkan tidak
ada sama sekali: Berbagai rambu dapat men-
cegah dan ‘menghalangi serikat burvh untuk
memperjuangkan upah di atas minimum.
KKB, pada tingkat pabrik, hanya sebatas hak-
hak hormatif vang sudah ditentukan: peme-
rintah: Negara: yang menentukan upah. mi-
nimum, ‘sementara gerakan -buruh - tidak
melakukan political lobbying terhadap
negara. :Gerakan buruh seharusnya melaku-
kan pressure supaya negam-dapal menen-
tukan upah yang adil serta condong mem-
perhatikan hak-hak ‘buruh. Gerakan buruh
di pabrik masih menuntut sebatas UMR
karena- problemnya pengusaha tidak mem-
bayar UMR. Sementara gerakan buruh pada

‘pengaruhi: kebqakan—kebmkan negara. ‘SPSI-

'mh’;m{em&sxonal karena SPSI d1anggap udak_. ~ Tuntutan upah.sebesar. Rp 7.000, berarti:
' - atas upah minimun, bila: ditelaah. leb1h 1

- dalam: berasti: pezombakan {erhadap sistem)’

'.rnanampﬂi\an s;fat dan wujud. z:ade umon -

yang maksimal berbicara KKB. Dia tidak me-
lulu membicarakan sebatas KEB bila sebagax )
polztzcal union. Dia. pun’ ‘harus: turutimems:

tidak “mempunyai pola berpikir. demﬂg
bahkan dalam hal:terrentu:melakukan kom~

. promi tidak membayar upah. mipimum atau -

bahkan menurunkan tingkat upah minimum:

pengupahan nasional. Namun tekanan. Serna- .
cam ini belumbegiru besar, ditambah’ L.mm '
buruh sendiri masih skeptis;dengan -UMR
yang tidak sepenuhnya ditaati pengusaha,
‘Menjelang ‘era yang gandrung akan
ilbemiisasa -semakin terbuka peluang ‘bagi
unsur fain di luar burch untuk wrut bersama-
sama memperjuangkan hak-hak buroh.
Kelompok-kelompok ‘hak ‘asasi, lingkungan,
konsumen, perempuan, dan lain-lain di Barat
sangat ‘gencar mendesak Indonesia supaya
menerapkan kebijakan perdagangan wyang
terkait dengan hak-hak buruh (social clausé).‘
Perjuangan kelompok-kelompok ini di Ame-
rika bahkan sampai titik menekan pemerintalh
Amerika untuk mengusulkan social clause
menjadi ketentuan WTO. (World -Trade
Oiganization), Di tingkat ‘perusahaan, me-
reka berhasil mendesak beberapa perusahaan
multinasional untuk menerapkan code of
conduct. Investasi di luar neger atau hendak
bermitra dengan perusahaan lokal di negama
bersangkutan dapat dilakukan asalkan.me-
menuhi prasyarat yang memperhatikan -hak
asasi manusia dan hak buruh khususnya.
Akibatnya, setiap negara yang kurang mem-
perhatikan hak-hak- buruh akan terkena
sanksi baik secara langsung dengan boikot
masyarakat maupun sanksi perdagangan.
Aliansi gerakan sosizl semacam itu menjadi
penting bagi buruh Indonesia mengingat
persoalan bukan hanva dengan majikan,
tetapi juga terhadap kebijakan negara yang

level nasional tidak pernan melihat di mana
sebenarmya problem upah.

-Memang ielah terjadi pergeseran gerakan
burch di wnah air-dad masa ke masa. Per-
sepst pun menjadi lebih kacau. Serikat bursh
bersifat political union, sedangkan kini lebih

mengabaikan kaum buruh.

Palam konfigurasi demikian, gerakzm
buruh bukan semata-mata serikat busuh,
tetapi ‘meluas dengan gerakan sosial lain.
Lembaga Swadaya Masyarakat (L5SM) meme-
gang peran penting dalam hal kampanye
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' *mengedepankan persoalan-persoalan‘buruh.
-Se;auh pengamatan saya, LSM.di Indonesia
belum ‘mempunyai pengalaman ‘dalam soal-
‘soal: kampanye Mzsainya tidak ‘ada LSM-dii
" Indonesia ‘yang:mempunyai lobi kuat ter-
hadap ‘Partai- Demokrat ‘AS: yang - gencar
mendorong diterapkannya :Generalized
System: Preference (GSP) ‘bagi Indonesia,
~meskipun sering .diadakan ‘pertemuan. inte-
* fnasional .yang mencoba menghubungkan
‘Utama-Selatan.: Serikat ‘buruh ‘semakin me-
'nyadan bahwa mereka sudah "1ak ‘berdaya
dalamsstrukivr . dan sbentuk - tradisional - me-
lawan ‘modal dengan per i\embang'm or, ,g:am-
sasi-seperti sekarang. :

D sisi lain -muncul kelchan bahwa LSM
diIndonesia  dengan formatnya sckarang
malah. menjadi-penghambat gerakan buruh.
Para‘buruh banyakyang kecewa karena 15M
tidak ‘terlalu progresif mengedepankan per-
soalan-persoalan buruh. Hampir semua LSM
yang bergerak dalam pengorganisasian buruh
mempunyai’ cita-cita yang sama yakni mem-
bangun ‘organisasi buruh yang mandiri. Per-
soalannya, bila buruh telah mandiri, LSM
kemudian hidup dari mana. Sebenamya tidak
perlu demikian. Kalaupun telah dapat mandir
dan aktivitas pengorganisasian didelegasikan
kepada -buruh yang-sudah ‘lebih maju, LSM
tidak: pertu kehilangan "pekerjaan.” Kedua-
nya masih :dapat berbagi fungsi.

Peran fasilitator ‘dan pendidikan yang
dikerjakan 1SM memang masih penting. Ha-
nya harus disadari sejauh mana LSM mem-
bangun hubungan dengan buruh. Barangkali
tersendainya -gerakan buwuh selama ini ka-
rena sebagian perannya diambil alih LSM.
Format LSM dengan cara “pengkaviing-
kavlingan”: tentu menjadi penghambat.
Lembaga-lembaga bantuan hukum pundapat
mermssak perspekufl gerakan buruh bahkan
dapat - mencaplok serikat buruh. Bila ada
konflik industral, perkara diserahkan ke LBH
yvang menjadi Jawyer. Sebagaimana diketahui,
dalam sejarah -gerakan buruh, kekuatan

yang menjadi kuat, bukan serikat buimh jtu
sendiri. Bila kurang dicermati; LBFL ‘dapat
mengambil peran demikian sehingga  serikat
buruh tidak perlu ada dan cukup diiangam
oleh lawyer atau negosiator. Di lain pihak;
kita tidak bisa mengatakan lebih baik LBH
dihilangkan ~saja.: LBH ~masih - d;buitu_hk_a_n,
hanya-‘ harus disadari-bahwa: kecendem'ng:a'n
“menguatnya”’ peran lawyer serikatburuh
sebetulnya mempunyal potensx berbahaya

. Teniang Upab dan Uﬂjwk E&:ﬁ&

- Dalam bexbagzu khasanah teor, mtervensx
negara dalam pasar tenaga kerfa, seperti jam
kerja, jaminan sosial dan peraturan upah
minimum’ dimaksudkan guna melindungi
pekerja dari situasi pasar tertentu yang me-
mungkin buruh tergelincir pada::tingkat
eksploilasi pasar yang parah. Model iupah
minimum lazim diterapkan di negara-negam
berkembang yang memiliki karakteristik labor
surplus, tingkat keterampilan tenaga:kerja
yang rendah, dan buruhnya tidak terorganisir.
Bila peningkatan UMR menggunakan me-
kanisme pasar, kita tidak tahu persis. pasar
tenaga kerja yang sedang berlangsung: Kim
idak mempunyai data yang cukup untk
melihat dan menganalisa sektor- sektor yang
kelebihan tenaga kesja.

Pemerintah sulit menaikkan UMR: karena
beberapa faktor penghambat. Para peng-
usaha bukannya tidak mampu meningkatkan
upah minimum, tetapi untuk tawar-menawar
menaikkan upah tersebut pengusaha-harus
mengeluarkan sejumlah "biaya siluman.”
Karena itu tawar-menawar kenaikkan upah
mininum tidak langsung dengan pihak buruh.
Sejauh ini para pengusaha mensinyalir biaya
siluman sebesar 15-30%. Faktor tingkat suku
bunga bank mencapai 16-20%, sementara
sektor teksul dan produk tekstil, misalnya,
upah minimum hanya 4%. Jadi, tingkat suku
bunga bank dan keberadaan ”siluman” me-
rupakan aktor-aktor utama yang menghambat

mereka Derada pada daya desak sosialnya.
Kekuatan ini kemudian dialihkan ke tangan
lawyer, negosiator atau arbiter. Ini sebe-
narnyz dikehendaki oleh trade union yang
dibawa Amerika Serikat dan Jerman pada
tahun 1970-an. Justeru Jawyper serikat burah

peningkatan UMR. Dari persoalan ini kemudi-
an muncul usulan bahwa sistem pengupahan
sebaiknya diserahkan pada mekanisme pasar.
Usalan ini mungkin tdak tepat, meskipun
dimaksudkan untuk menghindari pengaruh
kepentingan lain di luar buruh dan majikan.
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'__'haan :

Seiama ini: kxta mengetahuz bahwa yang

o mempunyaz problem dengan;: UMR adalah

- perusahaan—pemsahaan manufak{ur ringan

R yang. kompetitif:: P_ersoaian inittidak:dialami
- -;-oleh perusahaan_ pémsahaan yang mend’zpu—

skan Thak”:monopoli: Sel\tor-sektor perusd-
- bahkan membayar ‘upah diatas
f‘mammum Pasar produk pemsaiﬂn monopoh

-'-yang mend1kie harga ‘dengan berbagai

. “fasilitas istimewa yang diberikan; jelas'dapat
Cimeraup ‘keuntungan - lar. ‘biasa. ‘Sementara

" perusahaan dalam sektor kompeunf harus . -
benar-benar bersamg di pasar dalam dan luar

negeri.Untuk bersaing dia ha-

-.taimn 1956 sesungguhnya:tidak Jayak. I
untulk’ menen{ukan Lebutuhan fisik mm rml:
'peL.er;a saat ini. Pertama, KFM: berada di
‘bawah ukuran garis kennskman Umuk se-
‘orang buruh lajang kebutuhan : berasnya
'setam dengan ’)34 kg/tahun Sememam ﬁu

_tahun di pedcsaan dan 480 Lg/tahu
_-:perko[a’m Kedua,: daftar bamng ‘dan.;
yang dihitung dalam KFM tidak mengh1 :
kebutuhan untuk - pend;dxkan Kesehatan,

Sianda; HEMiyang: d1rumuskan pada_'

rekreasi’ dan kegiatan sossai

‘russefisien;: Selain harus mem-:
bayar upah:minimum, perusa-
‘haan-perusahaandni jugaharus
membayar-biaya silumandan
“tingkat suku bunga bank: ydng
t1ngg1

-Situasi‘demikian amat disa-
dari rsehingga  sistem: peng-
upahan lewat ‘negara:tetap
terus ~dipermhankan."Dengan -
‘model:seperti ini tiga kepen- -
tingan -sekaligus -dapat: idiatuar;
‘Upah ‘mininum dinaikkan se-

- seorang.manusia. Keliga,. jenis
dan "kualitas bamang vang ‘di-
~hitung di dalam:KFM sudah:ka-
daluwarsa. Misalnya, alas tidur
dihitung - atas dasar harga: se-
lembar ‘tikar ‘pandan;:alat
penerangan dari:lampu ieplok
minyak tanah, alas . kaki «dar
- sandal jepit, tauk-pauk bezupa
dkan teri, pakaian -dari sbahan
o blacu. Keempal, penetapan
harga:-komponen barang dalam
KFM: dihitung .berdasar_ké_m

-cara- nominal ssupaya ‘buruh
-tidak terus-menerus bergejolal,
falu’ kepentingan -Msiluman’ -«
'yang mempunyai-kekuvatan
politik, seriatkepentingan men-
jaga ketertiban, Banyaknya ke-
pentingan wyang bermain me-

harga-harga -di pasar induk,
padahal buruh seharizhari
membelanjakan upahnyai:di
- wanung-warung kecil. sekitar
tempat tinggalnya-yang ‘harga-
nya sudah pastilebih tinggi dar
harga grosir. Kelima, ‘jenis

nyebabkan politik pengupahan
-yangada tetap dipertahankan. Upah men}qch
salah-satu sekrup sangat penting yang meng-
atur politik idi-Indonesia.

~:Sebenarnya ada beberapa cara untuk
menghitung upah yang layak atau adit bagi
buruh:Dalam PermennakerNo. 05/198% Ten-
tang Upah- Minimum, ~diebutkan beberapa
dasar penentuan upah minimum, salah satu-
aya berdasarkan Kebutuhan Fisik Minimum
(XFM). Landasan perhitungan yang -dipakai

barang -yang didaftar ‘dalam

‘komponen KFM seluruhnya. berupa bahan

mentah/baku. Terutama bagi ‘pekerja lajang,
jarang mercka mengolah atauw memasak
makanannya sendiri. Mereka membeli :ma-
kanan jadi (sudah matang). Tentw saia, bukan
hanya harga makanan/minumannya menjadi
lebih mahal, tetapi jumlah kalori dan kualitas
gizinya menjadi wun dibandingkan dengan
mengelah bahan mentah sendiri, :
Keenam, jenis komponen barang ds

uatuk menentukan standar upah minimum
tersebut mengacu pada patokan KFM seorang
manusia, KFM hanya mengukur kebutuhan
fisik semata, yang di antaranya divkur ber-
dasarkan jumlah kalor yang dibutshkan su-
paya orang bisa hidup pada tingkat subsistensi.

dalam EPFM tdak menghitung kebuiuhan-
kebutuhan khusus keperempuanan, seperti
lipstik, bedak, pembalut -haid, dan hain-lain.
Dengan kata lain menganggap bahwa buruh
adaiah pria. Anggapan ini juga - tercermin
dalam pembagian KFM berdasarkan pekerja
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~ lajang, pekerja “beristri- dan ‘beranak. Yang
beristri. adalah ‘pria.-Pembedaan it sangat
'-memglkaﬂ buruh. perempuan, yang selama-
‘nya akan dikategorikan sebagai buruh lajang
' terlepas ia:berkeluarga atau mermhk: pe-
ngalaman kera.’ :
o iKami tidak menggunakan KHM dan KFM
. '-=Artmya KEM atau KHM tidak bisa dipakaj
- untuk mengukur apakah upah buruh layak.
_;'Standar perhuungan ‘berdasarkan. KFM .dan

o - KHM tidak akan bisa mengukus. kelayakan

.:upah buruh, baik kelayakan: menurut tingkat

.' .keadxlan maupun dari tingkat produktivitas

'mafgmal ‘buruh. Sebenarnya upah bisa
dihitung dari tingkat keuntungan perusaha-

an. Aapi ini‘sulit karena buruh tdak punya.

akses: terhadap “data. base, misal nya, keun-
tungan ‘perusahaan. Kami kemudian mencari
angka‘dengan mengukur pengeluaran dan

‘penermaan buruh sehari-hari. Ternyata upah
yang diterima per bulan hanya cukup unmk

dua minggu. Untuk ‘menutupi Exekurangan
buruh terpaksa mengeksploitasi did dengan
lemburberkepanjangan, menciptakan pola
konsumsi ‘dengan kredit, membeli secara
gotong ‘royong, menumnkan kualitas ke-

sehaian ‘dengan tidur dalam satu kamar -

sampa: lima orang, dii.- :
‘Secara resmi ‘upah minimum dxamkan
scbagax ‘upah’ ‘pokok terendah belum
termasuk tunjangan-tunjangan yang diberikan
kepada pekerja. Sedangkan Upah Minimum
Regional (UMR) adalah upah minimum yang
berlaku untuk semua perusahaan dalam
daerah teftentu, sedangkan yang dimaksud
regional . menurut peratwan yang ada ialah
suatu wilayah yang dapat meliputi satu
propinsi atau bagian dari satu propinsi atau
suatu wilayah vang oleh karena kekhusus-
annya diatur tersendiri. Pada kenyataannya,
pengertian ‘upah minimum ini belum secara
penuh dijalankan. Upah minimum kemudian
dijadikan patokan pembayaran upah tertinggt.
Karena itu prinsip upah minimum sebagai
safety net (jaring pengaman) agar buruh tidak

adalah upah terendah yang dxperoleh buruh
berdasarkan lobi: yang dllakukannya
Komponen “UMR: yang "selama -inj dlpﬁah
menjadi 75 persen-upah pokok dan 25, pe;sen
tunjangan, sangat kontradiktif dengan prinsip
UMR yang sebenarnya menganul asgs iake
home pay. UMR -yang dikalkulasikan: dati
harga komponen KFM sehari-hari buruh dan
keluarganya adalah upah yang harus dxbawa
pulang ke ramah. Dalam pengertian ini, UMR
semestinya ‘tidak -dikurangi-oleh“alokasi
lunjangan-tunjangan yang dapat dlgoiongkan
sebagai fasilitas penunjang. kelancaran pro-
duksi atau fasilitas kerja. Dalam kenyataan
para pengusaha tampaknya sering merngakali
komponen itu dengan menggembungkan
komponen tunjangan. Cara demikian. ;guna

‘menekan biaya produksi yang terkait dengan

upah seperti uang ‘pesangon yang chhxtung

/dari upah pokok.

. Mobilisasi modal memang tdak akan

"terjaci; bila-upah minimum diberlakukan sama
“runtuk setiap regional. Namun masalahnya
. tidak ‘sesederhana jtu. Faktor terpenting
_barangkah berperannya pasar yang membuat
~ mobilisasi modal idak semata-mata mengejar

upah murah. Upah, menurut sebagian peng-
usaha, sebenamya tidak murah, Karena biaya
siluman dan tingkat suku bunga bank .yang

“tinggi, menjadikan perusahaan tidak efisien.
* Itu menjadi persoalan bagaimana pemerintah

secara serius mengurangi peluang bagi non
labour cost. Pengusaha dalam dua ‘tahun
belakangan terlihat semakin begani “bicara
terbuka, ketika pemerintah menaikkan upah.
Ini langkah maju kalangan pengusaha yang
mau membicarakan problem, walaupun
secara simbolik berkeberatan dengan. UMR
baru. Subtansinya mereka hendak ‘mem-
bicarakan adanya siluman. Karena buruh
yang lemah, pengusaha bisa hanya menolak
upah minimum. Menolak yang subtansi me-
reka tidak mau karena “siluman” mempunya;
kekuatan politik.

Pada fase pembangunan vang iengah

tergelincir pada tingkat kesejahteraan yang
lebih parah, telah dibalik guna melindungi
kepentingan pengusaha: Pengusaha umum-
nya hanya membayar upah buruh sebatas
ketentuan minimum. :
Seharusnya prinsip upah minimum

memasuki era liberalisasi perdagangan dan
investasi yang sudah pasti bakal menghadapi
situasi sosial, ekonomi dan politik yang lebih
rumit, kiranya saat yang tepat untuk melaku-
kan reformasi sistemn pengupahan nasional,
Reformasi yang dimaksud tidak sekedar
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'-_'3'menggant1 standar BFM dengan M—IM yang
-_'._konon mlamya ‘cuma 20 persen di atas nilai -

lajang,: Sasaran " reformasu adalah ‘me-

'._':péten yang mengetahui flukiuasi hargadan

: _-perkembangan ekonomiisepesii’ pe;bankan'
~BPS,dan serikat buruh. Dari 18

':'_ziuruskah L.embah prmsq:) prmsap dasar modei s

-minimum:: (no[mat:D dazim . dlkategor;kan_i'_.
: sebagal tindakan ”diduar batas” atau tunima'ri'
kepentmgan yang ‘bukan -saja. tidak pemah-; '
~ diladeni ‘malah:bisa mendatangkan petaka;
“Unjuk rasa yang dilakukan para‘buruh lebxh'f :

_nghltungan upah minimum set;dak-. . i
‘banyalk merupakan eksp1e51 atas peﬂak an

_knya ‘harus melibatkan’ Eembaga kom- .

©mesti d1penuln alias: kewapban pemsahaan S
tidak mesti, d;mndmgkan kembah Begltuf{'

juga; ioleransx terbatas: texhadap alsi mogok.
atau unjuk tasa buruh yang diberikan hanya

.'se;auh mengcdepankan tuntuian normatsf'*_'

Luntutan-tuntutan ‘buruh ditluar ketenty

manajemen, seperti PHK sepihak atau peng-

'usah'i udai«. memenuhx ketentuan UMR. Kasus

- yang terjadi di Hongkong Bank -

_ orang yang  diangkat men;adx'
‘anggota' DPPD dan DPPN; 15
di, antaranya mewakili berbagax-_'
instansi p_emenntah sisanya
mewakili Ainiversitas negeri,
organisasi: buruh:dan peng-
usaha. ‘Sementara. posisi DPPD
dan DPPN masing-masing ber-
ada-di‘bawah':Kepala Daerah
Tingkat'l dan' Mennaker. Yang
menentukan® bukan buruh.
Meskipun kami bukan lembaga
yvang:dapat-mendesakkan UMR,
tetapi- setidaknya ‘kami ber-
upaya mengeluarkan tingkat
UMR:versi buruh. Bila® setiap
tahun . muncul dua angka ber-
beda; ‘versi: buruh “danversi
Depnaker, 'setidaknya :ada
ruang yang:bisa dipertanyakan

~merupakan satu “contoh. aksi
= mogok yang dilakukan pekerja
setelah pihak manajemen ber:
ulangkali “‘menolak berunding
denganpihak pekerja vang
mengusulkan perbaikan stan-
dar -perburuhan lewat KKB
baru, Umumnya buruh di Indo-
‘nesia tidak begitu percaya de-
ngan aturan pemogokan yang
kita miliki. Kalau tob dipakai;
“berarti -harus minta - iziniike
"instansi terkail,” tentunya tak
mungkin diizinkan.
Kebanyakan unjuk rasa d1
Indonesia bersifat wild cat
strike, artinya tidak lewat
mekanisme di mana mogok
merupakan jalan terakhir ketika
perundingan menghadapi jalan

kenapa dapat berbeda. Ini ber-
arli -berbicara ‘soal politik pengupahan na-
sional: Dari situ dapat-dimunculkan kesadar-
an “bagaimana buruh harus terlibat dalam
penentuan upah dan dewan pengupahan
vang harus.independen.

“~Peluang bagi buruh untuk memperoleh
upzah "di atas minimum "dijinaklkan” lewat

pembatasan mekanisme collective labour

agreement (CLA) atau diterjemahkan ke

~ buntu. Manajemen tidak per-
mh tahu akan ada pemogokan. Sedangkan
manajemen di luar negeri tahu bila akan
terjadi pemogokan, karena sistem industrial
mercka sudah beres. Produksi dan relasi
mereka di pasar juga mengetahui dan me-
ngerti. Barangkali sistem hubungan industrial
mereka yang sangat rapi dapat menjadi
bahan pemikiran bagaiamana membangun
dan mewujudkan. hubungan industrial di

dalambahasa indonesia menjadi KKB. Prinsip
perundingan bersama antara organisasi bu-
reh dan majikan direduksi hanya sebatas
mendesakkan ketentuan nomatif. Di sini
muncul keanehan karena sebenarnya ke-
tentuan normatif itu sudah dengan sendirinya

Indonesia yang lebih demokratis.

Hak-hak normatif yang selama ini di-
abaikan karena flate enforcement yang tidak
berjalan. Mestinya fungsi penegakan iiu
dilakukan ocleh Depaxienwn Tenaga Kerja
dengan UU No. 22 tahun 1957 pasal ’?6 yang
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* intinya Depnaker dapat mempidanakan peng-
usahafyang melanggar ketentuan perburuhan,
'termaSUk fhak normatif. Tapi: UU-ini-sangat
_jarang chgunakan ‘Berarti-ada ketidakberesan
dalamdaw. enforcemenz perburuhan. ‘Pada
tataran ini Depnaker berfungsi ganda yakni
menegakkan - sekaligus “mengontrol. sistem
perburuhan. Siapa 'yang “dapat:mendesak
Depnaker bila ‘organisasi buruh, tidak diberi:
_kan kontrol. sosial?-: Tidak: ada. 52mks; bila

' Depnaker tidak menjalankan’ pasal yang

menindak :pengusaha: Dengan: demikian
fungsi. ‘ganda Depnaker ‘yang | melindungi
- buruh dan'menyiapkan lapangan serta ang-
katan-kerja pada titik tertentu pasti mencari
perimbangan antara imendahulukan atau

mengabaikan: hak-hak pam pekera. Semen-
tara permnbagian “kerja” ini yang dilakukan
oleh-beberapa negara diluar negeri sangat .-
tegas. Penyediaan lapangan atau angkatan
kerja merupakanwewenang departemen
sosial, sedangkan - departemen perburuhan

terpusat pada perlindungan hak-hak buruh,

- RUU Pokok Ketenagakerjaan yang sedang

digodok justeru memberi ‘dua kewenangan
itui'pada-Depnaker.

buruh -dan. menyiapkan angkatan Kkerja.
Undang-Undang Pokok Perburuhan seharus-

nya hanya mengatur perlindungan terhadap’

hak-hak dasar buruh,
institusi lew enforcement-nya,
tidak perlu ada, dalam ani sistem yang dianut
sudah - ditinggalkan oleh perkembangan
sistern hukum moderen. Terlebih lagi dengan
pelaksanaan yang dideiegasikan kepada
pemerintah melalui peraturan atau surat
keputusan menteri jelas sangat berbahaya.
Ada 21 klausul yang didelegasikan pelak-
sanaannya ke pemerintah, tetapi tidak dijelas-
kan apakah dalam bentuk peraturan pemerin-
tah atau SK Menteri. RUU ini tidak mengatur
secara rinci periindungan hak buruh.

termasuk institusi-

Rancangan undang-
undang ini jelas mempunyai misi mengontrol. .

UL Pokok’

industrian kita terlihat tidak mengalami per-
ubahan-berarii; khususnya dalam hal.politik
ketenagakerjaan. Kita masih mengandalkan
buruh murah:dan. pawh.. Konirol 'ié_rhadzzp
gerakan buruh-bukan. semata-mata ‘akibat
strategi-industrialisasi yang: hendak dijaan-
kan, tetapi ditentukan pula oleh:perubahan
sistem politik.Dalam perubahan. yang:terjadi
dapat dilihat .sejauh mana buruh diben -pe-
luang untuk-ikut seria dalam proses-penentu-
an-upah-atau melakukan gofitical lobbying
yang mementingkan perlmdungan terhadap
hak-hak buruh. R R =z
Resistensi. oumh terus memngka£ dan
meluas tidak hanya di sektor manufakiur tapi
juga -di sekior-lainnya. Pemogokan tidak
hanya akan terjadi-di sektor manufakeur

kompetitif tapi juga di sektor monopoli.
. Produk sektor monopoli dalam em liberalisasi
~pasti harus bersaing: Untuk bersaing, meski-
Cpun masih mendapat fasilitas tertenta; dia
“harus efisien. Jalan termudah efisiensi adalah

menekan upah buruh. Kemudian gerakan
burvh tidak hanya menuntut kesejahteraan
pada Jevel pabrik lewat KKB, iapi juga-akan
melakukan lobi politik terhadap kebx;akan—

“kebijakan nasional.

Perubahan kebijakan yang memungkm—

. kan buruh dapat membangun organisasi yang

mandiri harus dimulaj dengan menyingkirkan
ketakutan-ketakutan tertentu terhadap gerak-

‘an bunth. Benih-benih organisasi buruh inde-

penden di tingkat pabrik sudah cukup besar.
Mereka dapatberunding atau melakukan ne-
gosiasi dengan pengusaha. Untuk itu buruh
harus menyiapkan organisasinya  dengan
memperhatikan, bahkan kalau dapat:meng-
ikuti, proses pembentukan organisasi . pro-
dutksi yang sudah demikian canggih. Gerakan
buruh jelas harus bekerja sama dengan ge-
rakan-gerakan sosial seperti gerakan konsu-
men, perempuan, lingkungan, HAM dan lain-
lain. Tanpa itu perjuangan demokratisasi
nonsens tercapai. Organisasi buruh sudah
pasti diharapkan bekerja dalam soal-soal

Tentane, Pembabariars

Serupa dengan transformasi perekono-
mian dari sektor agraris ke sektor industy,
aktor-aktor ekonomi pun turat memainkan
peran. Aktor terpenting arus transformasi it
adalah para pekerja. Namun kebijakan per-

sosial-ekonomi karena memang jalur ini
merupakan nyawanya. Sedangkan untuk
"menerobos” kebijakan politik ekonomi dia
harus memiliki alat yang lain, meskipun
wadah yang sama dapat mengerjakannya
secara serentak.e
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ebempa hal dapat ci1katakan terka:[
dengan competitive’ advantage. Per:
‘saingan ‘yang-terjadi bukan hanya di
antara industrt it sendin tetapi juga dengan
pendatang ‘baru; “suppliers, -:pembeli; dan
substitusi; Bila’ sumber daya manusia (SDM)
dimasukkan sebagai salah satu unsur compe-
titive advaniage berarti dia ‘menjadi-unsur
persaingan yang berlangsung antarindustri,
khususnya dalam efisiensi biaya. Memang
banyak soal yang 'menyebabkan kita menang
atau “kalah dalam persaingan ‘global..:8DM
bukan satusatunya faktor'dalam competitive
advantage, smeskipun “hampir semua:peng-
usaha’ mengakui: iSDM vang berkualitas,
produktif, dan profesional, sebagai: pendu-
kung pokok dalam era persaingan ke depan.
Menurut Departemen Tenaga Kerja, 75 persen
ijazah' SDM “kita adalah famatan ‘dan tidak
tamat “SD. Belum tentu SDM yang banyak
jumlahnya dan tamatan pendidikan dasar ini
memenangkan persaingan bﬂ!;x di pﬂ.sar
domiestik maupun global.

Untuk bersaing -dengan pendatang baru
terasa sulit, padahal mereka ini mungkin
memakai SDM Indonesia. Mereka jeli me-
manfaatkan SDM kita dan mampu mengelola
secara -lebih baik. Bahkan dengan memberi
imbalan upah tinggi mereka masih dapat
meraih keuntungan karena produktivitas
yang tinggi. Karena itu kami pun meminta
bahwa peningkatan upah minimum supaya
dijadikan ‘'momentum peningkatan produk-

Lk Suz‘atno Hadmuwaio :
Keiua Umum AS(}51231 Pengusaha indonesxa (AP]NDO)

kalah dengan ‘Bangladesh atau India, misal- '
nya. Lebih baik memakai pekerja mahal tapi
produktivitasnya tinggi daripada:-memanfaat
kan pekerja murah vang memiliki- produk-
tivitas ‘rendah. : Dengan produktivitas .yang
tinggi -semua produksi dapat: langsung di}uai
dan tidak ada pemborosan; - e
Mutu -SDM  kita memang-harus terus-
meners ditingkatkan. Untuk memperbaiki-
nya dapat dimulai meialui- pendidikan ‘baik
melalui pendidikan formal maupun pendi-
dikan yang diberikan di tempat kerja. Pen-
didikan sejak sekolah dasar yang good
listenier seharusnya lebih diarahkan menjadi
good learner. Belajar tidak hanya melulu
mendengarkan tetapi juga berpendapat atau
bertanya. Proses dialogis dan metode diskusi
harus diperhatikan dan ditanamkan sejak
dini: Barangkali inilah salah satu keunggulan
tenaga kerja asing yang sejak pendidikan
dasar diajarkan cara berdebat yang sehat.
Model pengajar yang hanya menerangkan
dan memeriniah, sementara pelajar hanya
mendengar dan- jarang ‘berpendapat dapat
dipastikan terbawa ke dunia kerja. Tugas
perusahaan memang mengenalkan pekerja
dengan lingkungan dan menpambah keteram-
pilannya. Kalau tidak bisa dididik menjadi
mandor atau supervisor yang mengarahkan
dan membantu pekerja lain untuk bekerja
dengan baik, hasilnya memang sama. Bila
dalam pendidikan formal sebelumnya dia
hanya belajar dengan mendengar atau me-

tivitas. Menaikkan upah minimum tanpa
diiringi peningkatan produktivitas tentunya
tidak mendidik. Bila pekerja tidak dididik
secara baik dan sungguh-sunggub yang ter-
kait dengan produktivitas dan keterampilan,
dalam era globalisasi dan liberalisasi kila akan

lihat, hasilnya dalam dunia kerja dia hanya
bisa memerintah. Selain tak bisa mengontrol,
si pekeria akan bekerja tidak menenta. Bila
dia ikut mengawasi atau meloruskan, semua
pekerja akhirnya juga akan cepat pintar. _]ach
pendidikan sejak dini harus dirubah. '
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*Kita harus berani mengubah model pen-

N _'d:d;kan bila tjuan kita adalah meningkatkan .
s _produktivxtas Bila kita ‘tidak 'mau merubah, -

tentu semuanya tidak akan berubah. Tidak

_pembahan Kultur Jama kalau dibiarkan ber-
Jarut-lanat hasilnya tampak seperti sifat pe-

" kerja kira umumnya yang kumang inisiatif,
. Bila ingin maju, kita harus penuh inisiatif
- mengurus, menyelesaikan, memperbaiki mu-

1 kerja dan sebagainya. Meskipun seorang

S atasan mempunyai kelebihan bisa memimpin

atau sedikit lebih pandai, tentu sulit. bila.dia
harus’ selalu - memplofoti ‘ratusan’ peker_;a
supavs; semua bekerja kalau diperintah.

; Inisiatif: untuk bekerja - segera. selesaj
memzmg harus:ditimbulkan. Kita masih men-
dasarkan . mentalitas - yang .cepat -puas .diri
Dengan vang seribu rupiah mencukupi ma-
kan.satu :harmaka dia hanya ‘bekerja
setengah has untuk memperoleh uang sebe-
sarsitu. ‘Kita ~masih .bersandar pada tenaga
atau.-modal yang sedikit untuk memperoleh
hasil secukupnya. Berbeda dengan orang
Barat yang mempergunakan prinsip-prinsip
ekonomi secara benar. Dengan modal atau
tenaga yang dimiliki, mereka berusaha men-
dapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Kalau
ingin menjadi sebuah negara industd yang
maju dan-disegani, kita semua harus -ber-
mental produktif dan inisiatif. Ini yang
pertama-iama harus dijadikan modal.

Meﬂemmkzm Posisi dalam
: R’eramgﬁfa HIP

Kami menga;ak merenungkan bebempa
ha}:sebagai pegangan dalam hubungan
industrial-kita. Pada akhir Desember 1974 di
Jakarta -diselenggarakan sebuah seminar
nasional yang diikuti oleh unsur pemerintah,
pekerja, pengusaha, dan cendekiawan.
Melalui diskusi dan tukar pikiran secara
mendalam, seminar yang diikuti oleh para

an Industrial Pancasila (HIP). Selan;utnya
untuk keiancaran peiaksanaan HIP ‘tersebut

“oleh tripartit plus bersama BP.7 disusun suatu

rumusan yang dinamakan Pedoman. Pelak-

mungkin semua ditunggu kemudian terjadi | sanaan’ Hubungan Industrial Pancasila yang

kemudian disempurnakan lagi pada akhir
1994, Melalui kerjasama yang serasi antara
pemerintah-pengusaha-pekera, peiaks&naan
HIP dapat dijadikan modal untuk mencapai

terwu;udnya"’mdustﬁa[ harmony ana.’

economic growth.”
HIP vang dimaksud di tingkat perusahaan

‘adalah pastnership antara pengusahg- dengan

pihak pekersja. Memang kemitfraan dni,
setajam hubungan 'buruh-maijikan . seperts
yang pernah kita alami sebelumnya ‘Peng-
usaha harus memperlakukan pekerja:sebagai
mitra kerja. Sebaliknya, pekerja diharapkan
memperlakukan perusahaan bukan-sekedar
tempatl mencari makan. Adalah tepat. istilah
yang dipakai yakni, partner in production,
pariner in responsibility, dan pariner-in
profii. Pariner in production berarti sum-
bangan tenaga kera dan modal yang diper-
oleh dari perusahaan berusaha memproduksi
barang yang dapat dijual sehingga ‘meng-
untungkan. Partner in responsibility merupa-
kan rasa tanggung jawab terhadap penisaha-
an dengan melindungi, memelihara, - dan
merawat alat-alat produksi. Karyawan yang
memiliki rasa tanggung jawab seharusnya
tidak perlu melakukan demonstrasi atau aksi
mogok saat perusahaannya sedang. dilanda
kemelut, seperti yang terjadi di sebuah
lembaga perbankan. Unjuk masa ini.justeru
menurunkan citra bank bersangkutan.
Kalau semua berperasaan dan berperi-
laku partnership yang benar, kita pasti dapat
memasuki era globalisasi. Gejolak industrial
yang terjadi menurut saya lebih dikarenakan
komunikasi yang kurang lancar aniara
pengusaha dan pekerja. Misalnya, pengusaha
atau pimpinan, mungkin karena malu, tidak
memberitahukan kepada seluruh pegawai
bahwa perusahaan sedang mengalami ke-

peserta dari tnpariit plus ini berhasil mencapai
konsensus nasional yang memuat rumusan
"dasar falsafah” dan "sarana-sarana” bagi
Hubungan Perburuhan Pancasila. Pada awal
tahun 1980-an, istilah Hubungan Perburchan
Pancasila disepakat diganti menjadi Hubung-

sulitan. Sementara pegawai atau pekerja
melihat dari segi "saya sudah bekerja, karena
itu saya harus dibayar.” Kalau karyawan me-
rasa ikut memiliki perusahaan, tentu di kalbu
mereka ada semacam pembelaan, "oh per-
usahaan sedang mengalami kesulitan, walau-
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pun karyawan kecﬂ mari kn;q up@yakan
membantuy. sehingga. perusahaan dapat
bangkit. dan: nantinya kita, pun furatme:
nikmati hasiinya.” : -
- Partnerin prof Ztentu sa}a k'ﬂau pe;"usalla—
an tintung tidak. hanya pimpinan perusahaan
yang merasakan. Pekerja juga harus . ikut
merasakan dalam bentuk bonus, fantiem; dan
sebagainya. Keuntungan yang: diperoleh.tidak
langsung dibagi.duva untuk: pimpinan
perusahaan dan pekerja, sebab sebagian besar
digunakan untult menambah. modal: usaha.
Jepang menerapkan pola pembaglan keun-
tungan .dalam  tiga bagian dengan..jumlah
masing-masing yvang tidak.sama. Keuntungan
dibagikan kepada karyawan, pemilik perusa-
haan, dan pelanggan. Bagian pelanggan. di-
wujudkan dalam research.and development
uniuk menapiakan barang bermutu. hulah
sebabnya konsumen di Jepang hampir 100
persen- membel; ‘barang-barang :produksi
nege;si sendiri karena, perusahaan. mereka
manggap terhadap keinginan pelanggan. .
-Model pembagian keuntungan semacam

bahwa anak kecil tak akanE .
pernah. be:bohong I)ew_ :
ngan: beralannya - wakty,

pawt dabeia sepan}'
tidak berbohong Tbarat
Tayak.. dikerjakan ‘oleh :
merintah. Pemyataan, yang_' :
d1ke1uarkan bahwa Menteri-
' Tenaga Kerja berpxhak pa- .
da.pekerja sebenarnya -
merupakan, bentuk :keku-
rangyakinan atas obye.
tivitas, Kami.pun sebetul-
nya sangal menginginkan
..para. pekerja, bahkan selu-
ruh, rakyat, menmgi\at
'kemakmuran dan . ke :
;ahteraannya Namun ;eias
- keuntungan yang diper-
oleh dqp'u. dxbags secaa, pxopoxslonal dan
dt_ses_uaa_l\a_n_.dengan kemampuan perusahaan,
- Kalau :semua .memahami: keuntungan
masuk dalam investasi, bukan hanya biaya,
model "tiga.pembagian keuntungan”. dapat
saja. diterapkan. di. Indonesia, Lebih 'baik
membayar upah 10 rupiah namun mendapat
untung 90 rupiah, ;daripada, membayar 3
rupiah tetapi keuntungan hanya 45 rupiah.
Saya .rela. membayar: produkiivitas ‘buruh
sebesar 10 rupiah, gaji tetap lima rupiah. dan
lima rupiah berikutnya bersifat premi atau
bonus produktivitas, karena  bisa menjual
produk seharga 100 rupfah. Saya, sekaii lagi,
ingin. menyampaikan. agar. kenaikan .upah
minimum . jangan digebyab-uyab. Tentunya
tak adil upah antara pekerja yang baru masuk,
pengantuk, .dan sebagainya disamakan
dengan pekerja yang lebih ahli, terampil, dan
produktif. Sistem  pengupahan  harus men-
didik pekenja supaya lebih . pxodukuf dan
mempunyai inisiatif. .
HIP.memang : pemah dmsulkan men;1d;
Undang-Undang. Sebagian besar pengusaha

1tu belum . dapat berj'zlfm sepenuhnya i
indonesm karena masing-masing pihak masth
saling menunggu. Untuk imlah permanan pe-
merintah . san gat. dibutuhkan sebagaimana
dilakukan pemerintah Jepang yang langsung
mengatur.secara fuir. Secara apriori dikatakan

setuju dengan. usulan. ini asal konsepnya
berlandaskan partnersbip. Dengan dijadikan
sebagai UU, HIP semakin memperjelas posisi
masing-masing. pthak dan tidak ambivalen.
Ada pula pengusaha vang bertanya kenapa
P4 tdak dijadikan undangundang. Pihak
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nya. dan bawah dan tahap akhu dxi)e
oieh pemermtah melalm Keputusan

beberapa hal yang perlu dxmanmpkan pro
sedur dan peiaksanaannya Pada perumusan
besarnya UMR yang akan diusulkan oleh
Dewan Ketenagakerfaan Daerah (melalui
Komisi Pengupahan) atas rékomendasi gu-
bernur' kepada Mennaker, hendaknya saran
dan “pendapat serta ‘pertimbangan yang
dlsampmkan oleh semua unsur dalam dewan
tersebut dxperumbangkan secara sungguh—
sungguh '
' GBHN mengamanatkan bahwa Kebutuh-
an Fisik Minirmum (KFM) harus tercapai pada
Pelita VI. Saya setuju dengan konsep Menter
Tenaga EKerja bahwa KFM dapat dipenuhi
secara bertahap. Unwik peningkatan berikut-
nya, bila " KFM ‘sudah tercapai, ‘kita ‘mem-
bicarakan por51 yang disumbangkan pekeria.
Mex_eka_yang menyumbang lebih "banyak
diberi kenaikan upah yang sesuai, sedangkan
pekerja ‘yang' menyumbang sedikit untuk
sementara menerima yang ada saja. Meskipun
berpedoman' menuju Kebutuhan Hidup
Minimum (KHM), kita' tetap ikut menye-
suaikan KFM yang baru bila standar biaya
hidup berubah. Masalahnya, apakah KFM
hanya dibuthkan oleh pekerja swasta?
“Dalam sebuah dialog dengan Menteri

' yang menjalankan akan- mendapat penghar—. :*:: :'

j'%""__-:seperti pungh dzm sebagamy ‘

dan Eestmg sederhana perusahaa

kah- aturan ten[ang TIMR

APINDO menun;ukkan kepada anggotanyé
bahwa "yang benar menurut HIP seperti ini
dan‘ftu.” Peraturan-peraturan mengenai HIP
disosialisasikan® ke segenap anggota agar
mereka paham dan tidak melanggar rambui-
rambu. APINDO tidak berhak ‘mencampuri
urusan rumah tangga anggotanya dengan
mengatakan "kamu harus begini dan.begitu.”
Hanya Depnaker yang bisa mengatakan
»anda harus begini atau begitu.” Mereka yang
melanggar rambu menjadi urusan Depnaker.
Namun APINDO wrut melakukan pembélaan
bila anggotanya dikenakan hukuman ‘terlalu
berat. Bila anggota kami terbukt bersalah,
tentu’ APINDO akan menegurnya’ dengan
memperhatikan peraturan yang ada. Kami,
sebagai suatu asosiasi, berusaha membantu
menjelaskan peraturan pemerintah “karena
tidak semua anggota APINDO dapat - lang«-
sung memahami peraturan yang ada. " "
Bagi mereka yang belum menjadi anggota
APINDO, kami pun berusaha membantu sam-
bil mengingatkan pada peraturan-peraturan
yang ada. Sedangkan bantuan yang diberikan
kepada anggota APINDO, khusus dalam

roasaiah kPl'E‘ﬂ’lf’ﬂL’ﬂi"fﬂ’)n, I"\(Jrnrnjn({ ? {_;n antif
=3

Tenaga Kerja muncul pertanyaan’ seputar
foncatan kenaikan upah minimum. Mennaker
melakukan terobosan besar dengan mening-
katkan UMR ‘bagi pekerja swasta. ‘Beorang
pekerja swasta di Jakarta yang tidak lulus
5D, tetapi ‘berhasil melewati ujian saringan

dan kuratif yang dianggap tidak teralu ' mem-
beratkan mereka. Bentuk konkret baniuan
pertama-tama dilakukan dengan penyuluhan,
bahkan kami mendatangkan exper dari
sesama asosiasi pengusaha luar negeri yang
melakukan studi perbandingan dan dari TLO,
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o _Secara mtemasmnal anggota Kami mendapat

s .fpengetahua dan Iuar APINDO:! membenkan B
- kepada -mereka peraturan p&ramran peme-

rintah Indonésia serta: ‘bagaimana: ‘menafsir:

kan dan melaksanakannya ‘Dengan. bantuan
iia menangkatkan kemampuan tenaga.'

BSilc)
: ker;a sampai supervisoryang ada disana.:

e dengan Depnaker sejak dewan: pengupahan

dan Pusat) D panm tau’ dewan m1 tidak
beram pengusaha mesti dibantu oleh wakil
pengusaha Tetapi paling tidak ‘wakil-wakil
Jkami akan’melumiskan: penafsxran ketentuan
ketenagakeqaan seobyekuf mungkin.Kami
tidak: menafsitkan7demi: keuntungan ‘suatu
p1hak Bagmmana buny1 ‘dan ‘maksudnya
itulah*yang dipertahankan. Antara tafsir-dan
praktek dilapanganischarusnya beisesuaian.
-+ APINDO! jiiga ‘mempunyai-tim ;bantuan
hukum untuk “masalah - ketenagaker}aan
M1salnya buruh meminta: pesangon mminimum
100:000 dolar: :Bila - ‘ada’ tuntutan ssemacam
iniy kann membantu anggosa APINDO: dengan
wajarsambil mengmgatkan kembali - per:
aturan-peraturan yang-adai ‘Begitu - pula
dengan masalah pemogokan. Adaketentuari
bahwa bilapekerja:mogok dan mangkirlima
hari-berturut-turut ‘maka’ dia dapat dikeluar-
kan. Tetapi dia tidak maudikeluarkan,
meskipun:pengusaha:menganggapnya sudah
tidak ‘bisa ‘dimanfaatkan dengan baik ‘karena
tidak ‘ada’ good will.“Kami -bisa membaniu
pengusaha yang sedang menghadapi persoal-
an-semacarn ini. Tetapi kalau pengusaha tidak
bisa rmembukiikan -pekerjanya betul-betul
mangkiridan stidak - punya rasactanggung
jawab,kami menyarankan kepada pengusaha
itwuntuk memperiahankan:pekerja bersang-
kutansArtinya, kami tidak seperti algojo yang
seenaknya "membabat” pekerja. o
Kita-harus adil ‘terhadap ‘perusahaan-
pems&haan:yah o.belum dapat.melaksanalkan

_tai':punya lembaga- mparut dalam’ kalmn”

'nas1onai ~Kita juga ‘mem-
P4 dan P4D (Pamtza_

:3-'Péﬁyélesaaan Persehslhan Perburuhan Daerah i -peker;a mencari makan

kemampuan perusahaan kebutuhan peker;a :
kondisi ‘perkembangan usaha daerah’setem- -
-pat;- dan tingkat perbandmgannya dengsm .
- upah: yang masih berlaku. Fasilitas sawybelum .
“tentu dibutuhkan pekerja karena perusahaan -
‘harus memenuhi fasilitas lainnya: ‘Ruang -
“. ibadah merupakan fas;htas vang-harus:dise-

'-dxakan pemsahaan Eezap1 tidaklah: salah ..bl a-
i pemsahaan bersangkutan memperhatakan'-
lingkungan kerja;yang. mendukung misalnya,

keberadaan iwarung yang memudahkan:-'_

D da?am UMR: ada ketentuan pemt_ n

' iemang';umiah ‘thnjangan dan apah Kalau

tidaksalah perbandingannya adalah 75 persen'
upahberbanding 25 ‘persen tunjangan.‘Kalau
tohtimbul persepsi berbeda bahwa komponen
UMR: terdin -dari upah-pokok atau ditambah
tunjangan :seharusnya »dikembalikan: pada
peraturanpemerintahd Namun - peningkatan
UMR: khususnya ‘dan -upah-upah lain pada
umumnya, menurut APINDO, agar senantiasa
dikaitkan. dengan tupaya ‘peningkatan
produktivitas kerja: Tanpa:keterkaitan secara
mendalam, perusahaan sulit:bertahan -dalam
menghadapi persaingan yang semakin ketat:

s iProses:UMR -sejak awal digodok-melalai
tripartit- Tentang ketentuan UMR baru yang
mewajibkan pengusaha mengupah buruhnya
30+ hari ‘kerja: seperti -yang ‘tertvang-dalam
amar -keempat Kepmennaker ‘No. 02/1996
awalnya tidak lewat tripartt; maka ‘terjadi
perbedaan pendapat -yangkemudian“diko-
reksi - bulan Mei 19961 :Sebetulnya kesepa-
katannya - rodo kepekso, karena saya..yang
mewakili APINDO dan diminta untuk menye-
tujnirsaat dtu baruitiba-di tanah air. Kita:ini
memang terlalu maju soal UMR. Saya pernah
meminta:Depnaker untuk menunjuk negara
di:luar:indonesia yang memberikan upah
untuk pekeria harian lepas 25 hari menjadi
30 hari kerja. Kalau ada yang memprakiek-
kannya, maka kami akan mengikuti. Namun
vang jelas sampai sekarang, dalam:¥Kep-
mennaker ini disebutkan pula ‘kalau.ada

peraturan’ atau ‘ketentuan-ketentuvan’ mi-
pimum ~dan: kondisi-kerja yang -tidak
memeniihi kesehaian, vang makan, gizinya,
dan sebagainya, “termasuk fasilitas ‘yvang
digunakan pekerja. Dalam merunmskan UMR
sangat ‘penting’ dipertimbangkan aspek

kebermatan tentang UMR dan tentang yang
lain supaya disalurkan lewat APINDG, belum
ada perusahasn yang meminta penangguhan
UMR.-"Teniang keberatan ‘selisih -hard kera
memang ada yang memasuklan permohondn
ke Kanwil Depnaker masing-masing. Dari 365
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'pemséi}aan;ﬁoﬁ- perusahaan disetujui untuk
memperlakukan 25 hari kerja - sedangkan
s_is;i_ﬁyé“_ﬁiasih--dit;lah_.: S caufneiienin e
++i- Perusahaan’ yang ‘belummampu melak-
sanakan: ketetapan -UMR- hendaknya tetap
diberi kesempatan mengajukan permohonan
penangguhan pelaksanaan. Sdya berharap pe-
nyélesaian’ permohonan demikian - hendak-

_nya dilakukan::secara ~cepat, obyekiif,: dan
3a_'di_1:"Un_t';xk3.:mg_émp_e:rcepat proses penanganan
Kiranyadapat dipertimbangkanadanya pende-
legasian wewenang oleh pusatkepada daerah;
= :Sebetulnya tergantung sifat pekerjaan bila
‘upah minimum diberlakukan: bagi pekerja
harian :lepas atau-pekerja kontrak.- Kalau
pekerjaan ‘bersifat .musiman, maka pekerja
bersangkutan tidak bisa :diangkat sebagai
pegawai tetap. Perasahaan pasti bangkrutbila
terus membayar mereka, sementara tidak ada
yang dikerjakan.Tidak bisa seluruh pekerja
Kontrak:idiangkat menjadi.- pegawai’ etap.
Kalau:ada :proyek mereka- bekerja beramai-
ramai, sedangkan bila tidak ada proyek yang
dipertahankan hanya pekera ind. Itu salah
sati contohrpenerapan upail yang ticlak bisa
dirubah.: Kalau smemang -pekerjas kontrak
dihapuskan..dan upah -diperlakukan: sama
terhadap ‘setiap jenis: pekerjaan, resikonya
yang mengganggur akan lebih banyak. « -
..+ Kamni memahami bahwa peraturan tentang
upah ‘minimum tetap diatur-oleh pemerintah
meskipun dalam dua tiga tahun  terakhir
kenaikannya terasa meloncat, Menteri Tenaga
Kerja-mengatakan upah tidak perlu diatur
pemerintah bila KHM sudah tercapal. Nantinya
terserah lawar-menawar masing-masing per-
usahaan dengan .pekerjanya. Pemerintah
hanya menggelar safety net jangan sampai
ada yang membrojol di bawah garis ke-
miskinan, APINDO sendiri menginginkan
upah.diatur oleh mekanisme pasar sesudah
KFEM terlampaui.. : _—

‘Uniknya yang dijaring hanya swasia,
sedangkan pegawai negeri, apalagi yang
mengganggur, jarang disentuh. Salah satu

“pasal UL ™45 sereantamkarkatimarbairve

kami pengusaha: swasta sedikit ‘banyak ikut
membantu - menyerap pengangguran. Kaini
juga ingin dimengerti, jangan selalu dibebani
dengan sesuatu yang:sebetulnya kami sendiri
belum siap. Sebenarnya banyak perusahaan
yang telah memberi upah di- atas ‘mininmim:
Kami:pun :akan melakukan hal serupa
mengikuti -ketentuan -upah -minimum. Kalau
sudah di atasjaring pengaman berarti tidak
periu pengaturan’ pemerintah. Apa’iyang
harus diatur bila semua.sudah cukupiuntuk
hidup. Pekerja yang semakin pintar dan
hebat otomatis mempunyai-daya tawariyang
tinggi dan perusahaan pun.bersedia _mem-
bayar mahal.io 0 oo e 00
. Tahun 2003 semakin dekat. AFTA akan
membawa movement para pekerja. Singapura,
misalnya;: yang -mendirikan perusahaan .di
Indonesia-pasti akan membawa pekerja:dar
negaranya yang terbjasa bekesja cepat; ulet,
dan penuh inisiatif. Pemerintah sendiri-sudah
membuka pintu terhadap masuknya pekerja
asing ke Indonesia dalam rangka globalisasi:
Suka tidak suka, kita' pun hams mengikuti.
Masuk era globalisasi ibarat kita menyaksikan
dan menijadi anggota klub striptease. Bila'satu
pihak mengatakan harus buka baju, kita pun
harus membuka busana. Tidak mau ~buka
berarii tempat kita bukan di situ. Begitu, pula
membuka lapangan pekerjaan bagi pekerja
asing -menjadi salah satu persyarian.yang
harus kita penuhi. 4 L R
Saya mengatakan bahwa pengusaha yang
melanggar upah :minimum jangan dihukum
kurungan karena bila demikian karirsi
pengusaha akan habis. Lebih baik pengusaha
bersangkutan dikenakan denda. Bila upah.di
sini mahal, yang tidak dibarengi dengan
peningkatan produktivitas, pengusaha:pasti
mencari pekerja- murahl namun produktif.
Karena itu marilah kita berangkat bersama,
perusahaan berkembang dan pekerja:juga
ikut terangkat. Saya menginginkan mereka
tetap menanamkan modal di Indonesia sebab
angka pengangguran kita masih sangat tinggi
Menteri-Tenaga. Kera babkan: mengatakan

setiap warga negara dijamin dan berhak
mendapat penghidupan dan pekerjaan yang
layak. Yang memberi jaminan adalah negara.
Siapa vang -memberi -pekerjaan kepada
mereka? Dari sini dapat ditarik logika bahwa

bila standar ILO dipakai maka pengangguran
di indonesia akan naik 38%. Dengan
melakukan investasi di Indonesia, kita bisa
menyerap lenaga kegja dan lebih bermaniaat
bagi bangsa dan negara. Perhitungan.eka-
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E :norm yang mengharuskan perusahaan
1odal” i huar selain’; membuka

Namun sangat.

* setelah ] Menteri ’I‘enégd Kerja rlembukq mang

boleh mogok Dulu, setelah Gestapuy, jarang
- timbual pemogokan karena - masih adanya

-berbagax kekangan: Setelahy: muncui pemyata-.

an“boleh 'mogok maka dxmana—mana terjadi
demonstrasi; unjuk:rasa, “dan’ pemogokan
Kemungkman lain karena ‘pendidikans HIP-
nya“yang ‘masih: rapuh. Mentalitas” ‘masya-
 rakat; kalau “dikeluarkan 'peraturan,’ pintar
mencati ce}ah—celah ‘yang: menguntungkan
diri ‘sendiri. ‘Peraturan - yang tidak imengun-
tungkan dijalankan secara’ sepotong poiong.
Hak didahulukar, sementara: kewajiban panti
dulu: Kalaui'mau “sehat, ' baik “pengusaha
maupun ‘pekerja; harus ‘melihat hak' dan
kewajiban sebagai kesaiuan yang dapat
d}}alankan sebaik-baiknya, : i

Perusahaan ‘yang mem:hkl ‘prganisasi
buruh pasti‘mempunyai KKB. Semua diasah:
kan dan di-coveroleh KKB. Melalui organisasi-
nyz, para pekéerja‘dapat menyaiurkan tantutan
peningkatan kesejahteran yang tentunya harus
disesuaikan pula’dengan peraturan ‘dan ‘me-
kanisme'yang ada. Bila mereka masih meng:
inginkan ‘peningkatan, sementara ‘KKB telah
disepakati bersama, dilakukan -pertemuan
pendapat lewat perundingan. Perusahaan pun
tentl s mempunyai permintaan. Kalau- para
pekerja hendak mendapat tambahan, mereka
harus'bekerja lebih “giat dan ‘menambah
produkiivitas; Peningkatan pendapatan tidak
bisa ‘graiisan begitu saja. Pegawal perantara

.""jéﬁgaﬁlah' mempemalahkén ‘pihak: ;‘Ser‘!‘ .

-usahaan bilasjumlah: KKB: selama 30 tahun

-int zadak sebandmg dengan jurnlah pemsahan '

yang terus bermunculan. Sebelum memput
nyai: hKB “setidp pemsahaan ‘diharuskan -
memiliki Pemturan ‘Perusahaan (PP)" yang
mengatur berbagal macam hal termasuk -

_periggajian Lkaryawan.. ‘Perusahaanyang
: .~ sudah- mempunyal PP bemm bebas dan
g _kewa;:baﬂ yang ditentukan -oleh’ Depnaker

ilain, kehadiran serikat- pekerja dalam

5 pemsahqan bersangkuaan membuktikan: pu}a'

keberadaan KKB. Kalau: perusahaan itu'tidak

"'ﬂqeunhk; se 1ka[ pekeqa atau s SPSLH lantas'

dengan siapa’ perusahaan ‘mau “membuat
KKB2 Pembentukan -serikat ‘pekera - hams
diorganisir oleh burvh itu sendiri bukan oleh
pengusaha Serikat ‘pekerja hendaknya
organisasi :yang dibentukdan' dx}aiankan
sesuai:dengan peraturan perundangan yang
berlaku, ‘sehingga legalitas dan representasi-
nya benar-benar mengakar pada ketentuan
dan:aspirasi para pekerja. )
' Kami punmenyarankan dan mempersxla- :
kan anggota APINDO menghadirkan organi-
sasi ipekerja’ di perusahan ‘masing-masing.
Adanya serikat pekeria ‘di suatu perusahaan
mesupakan ‘perwujudan dari'salah satu rwa-
hana pelaksanaan HIP. ‘Patut dicatat bahwa
pembentukan serikat pekerja ‘merupakan-hak
tiap pekerja: Tentunya sulit ngomong dengan
pekerja: satlepersatu yang Mmempunyai ke-
inginan ‘bermacam-macam. Lebih/ baik
dengan® KKB, karena ‘dengan ‘sekali :bicara
sernuanya ‘terselesaikan. DiAsuransi:Burni-
putera ‘misalnya, SDM kami ‘bersama-sama
dengan SPSI menyuluhkan KKB yang telah
disusun sampai ke daerah:daerah: Penyuluh-
an ‘ini - dibayar perusahaan yang memang
mempunyai kepentingan, tetapi lebih dari
itu SPSI Bumiputera tidak ‘mempunyai cukup
dana untuk mengirim ‘orangnya ke daerah,
Kami membutthkan SPSI untuk menjelaskan
bahwa KKB bukan hanya urusan perusahaan
tetapi juga demi kepentmgan 0rgan15a51

dari “Depnaker ‘dapat-divndang 'untuk ‘men-
jernibkan suasana bila perundingan meng-
alami dead-lock. Pekerja juga harus tahu restko
bahwa mereka yang melakukan pemogokan
tidal akan menerima upah. Peraturan menye-
butkan no work no pay.

pekera.

APINDO berpendapat bahwa dalam satu
perusahaan hendaknya hanya terdapat saiu
serikat pekerja. Perigalaman masa silam telah
menggoreskan sejarah bahwa dengan jurnlah
serikat pekerja lebih dari satu di perusahaan
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memmbuihan kerancuan yang::berakibat
menganggu kelancaran proses. produksi
“perusahaan.: Dengan adanya duaatau tiga
serikatpekerja dalam satu perusahaan akhir-
nya.mereka kerepotan sendiii karenaisaling
bersamg Kami.menginginkan.organisasi
pekerja yang betul-betul bisa'membed sum-
-bangan pada perusahaan. Organisasi pekerja

' :'Jangan -menjadi -gangguan, tetapi sebaiknya

.dia mengunmngkan perusahaan danimem-
; anfaat bagi pekerja. Walaupun ada
'tang dimungkinkannya kehadiran
orgamsas; pekerja selain SPSI; yakni Serikat
“Pekerja Tingkat Perusahaan dalam perasaha-
an, kami setwju asalb di satu perusahaan cukup
satumacam: orgamsasx pekeqa yang dibentuk
oleh pekerja. : -
‘Pungutan liar atau bxaya t:dak resmi yang
d:keiuarkan -pengusaha- memang - seperti
lingkaran yang sulit diputuskan. Saya pemah
meminta beberapa anggota APINDO secara
internal untuk membeberkan daftar dan
besar jumlah pungutan- liar yang mereka
bayar: Sayangaya, mungkin -takut dan kha-
watjr; mereka tidak mau memberikan. Per-
kiraan saya, ada sekitar 30, macam pungutan
yang masih terjadi hampir di seluruh perusa-
haan, baik yang kecil maupun yang besar..
- Memang ‘masih:banyak pengusaha yang
secara:terpaksa.-dan sukarela membayar
pungutan yang tdak periu. Biaya.untuk hal-
hal yang seberulnya . tidak perlu, . terpaksa
dikeluarkan untuk memperlancar proses.
Kewajiban meral tentu saja lebih berat pada
sisi ;para-pejabat yang telah disumpah. Ada
joke bahwa. pengusaha 'tidak -disumpah
vatuk tidak menyuap karena yang disumpah
untuk tidak menerima suap hanya pejabat”
Aparat-memang ditugaskan untuk menertib-
kan. Kalau seorang aparat sudah terlibat
pungli; sulit-bagi dia untuk memainkan peran
penertibnya. Di sisi lain, saya menghimbau
kalangan pengusaha supaya jangan bermain
api dengan menyodorkan pungli.
+Memecahkan soal biaya siluman, biaya

dua:belah pihak.: Untuk: memutuskan ‘mata
rantai semacam-itu: memang ‘sulit bzia:'ndak
ada kemauan politik. Presiden. Soeharto sen-
diri belumlama berselang sudah - membuat;
komando memberantas  pungutan. liar. . Se-
karang bagaimana dengan pembanty pre-
siden apakah mereka cakap menindal - anjuti
seruan beliau, Seandamya pemenntah ‘me-
mang hendak menertibkan, mungkin. pe;abat
tahu. anak buahnya :berlaku “bengkok”
namun tidak. ditindak karena toleransj ak:
gajinya yang kecil, ‘tetapi+bila pahak >
usaha sendiri masih:ada .yang mengunmg—
imingi tentu ~masalah pungh mtap tak ter-
selesaikan. :
Banqu cara yang dapat d;lakukan peng—
usaha untuk.menoclak memberikan . pungli.
Secara bersama-sama  kita segukan kepada
pengusaha supaya tidak.membayar. pungli,
Pengusaha hanya membayar. biaya :resmi.
Kemacetan yang kemudian muncul.¢ob . di-
alami bersama. Apakah para pejabat;-befdia_m
diri imelihat- kemacetan ini? Pejabat. yang
menginginkan daerahnya maju, di‘samping
memperhitunglkan faktor kond;te pasti.akan
segera . bertindak : menertibkan aparainya.
Kami . pun meminta bahwa bila tidak mem-
bayar punglizmohon proses dipercepat:se-
bagaimana mestinya sesuai dengan: sumpail
jabatan sebagai abdi.negara.. :
‘Biaya tidak:resmi dengan upah 1bara£ aimu
balon. Satu sisiakan membesar bila balon
tersebut ditekan .dad sisi yang lain. Begitu
pula sebaliknya. Biaya, termasuk upah, pun
memiliki jatah..Korban pertama ilmu- balon
adalah para pekesja. Seorang calon investor,
setelah "menghitung” dengan ilmu balon, bisa
jadi mengambil kesimpulan .usaha :yang
hendak digelutinya tidak feasible. Lebih baik
modal yang dimiliki didepositokan di.bank
sehingga tidak pusing menghadapi demon-
strasi -pemogokan dan pungli. Pemeriniah
meminta pengusaha supaya meningkatkan
dan menjalankan ketentuan upah minimum,
tapi kami pun - berharap diberikan way owt

Hdak-restil arEn PuREl HATS diEveEn oieh

ternadap pengeluaran yang tidak perlue - -
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